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Ombudsman Minta Masyarakat
Mengawasi dan Melaporkan
Maladministrasi PTM dan PDB

[ RI menilai ad:

serta kesiapan satuan pen-

tensi maladministrasi dalam penye-
lenggaraan Pembelajaran Tatap Muka
(PTM) dan Penerimaan Peserta Didik
Baru (PDB) tahun 2021. Oleh karena
itu, Ombudsman Rl meminta masya-
rakat untuk aktif mengawasi dan me-
laporkan jika menemukan dugaan
maladministrasi pada kedua kegiatan
tersebut. "Ombudsman Rl membuka
akses seluas-luasnya kepada masya-
rakat selaku pengguna layanan untuk
menyampaikan aduan sesuai dengan
mekanisme yang berlaku,” ujar Indra-
2a, Anggota Ombudsman RI.

ajuga menjelaskan, bahwa halyang
menjadi perhatian O

didik untuk penerapan protokol kese-

hatan dengan mewajibkan pemakaian

masker.
o

“Pengawasan Ombudsman  terhadap
layanan dimaksud akan dilakukan ter-
hitung sejak tanggal 12 April 2021
sampai dengan 31 Juli 2021 dan dapat

juga
an prosedur pembelajaran tatap muka
seperti pemenuhan sarana prasarana
sekolah, jumiah jam belajar, metode
shift, dan belaj

bilamana  dianggap
perlu,” imbuh Indraza. Adapun bentuk
pengawasan Ombudsman  dilaksana-
kan melalui pemantauan langsung di

Jor d dalam kelas. Hal loinnya yarg
menjadi perhatian Ombudsman adalah
pemenuhan kebutuhan vaksinasi bagi
setiap tenaga pendidik. Perlu adanya
upaya pembentukan Satgas Covid-19 di

34 kantor p ilan O di
Indonesia dengan menggunakan me-
tode random sampling. Pemantauan
dilakukan pada beberapa sekolah di
setiap satuan pendidikan pada tingkat
SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

setiap sekolah untuk ikan pe-
nerapan protokol kesehatan. Apabila
muncul kasus terkonfirmasi  positif
Covid-19di sekolah, Indraza

dalam rencana pertemuan tatap muka
ini adalah implementasi Surat Keputus-
an dan Surat Edaran Bersama Empat
Menteri tentang Panduan Penyelengga-
raan Pembelajaran di Masa Pandemi
Covid-19. "0

menegaskan perlunya upaya mitigasi
penanganannya serta edukasi secara
berkala di lingkungan sekolah.
Sementara itu agar tidak terjadi mal-
admmlslrasw terkait pelaksanaan PPDB,
menilai perlu adanya ke-

pada pengawasan pemenuhan daftar
periksa kesiapan sekolah sebagaimana
tertuang dalam SKB 4 Menteri terse-
but” ujarnya dalam konferensi pers
daring pada Selasa (27/4) di Jakarta.
Ada beberapa hal yang masuk
dalam daftar kesiapan sekolah, di an-
taranya: identifikasi kesiapan sarana sa-
nitasi di sekolah seperti toilet yang
bersih dan layak, sarana cuci tangan
beserta sabun dengan air mengalir,
hand sanitizer di beberapa titik, serta
ketersediaan disinfektan. Di samping

jelaSa" informasi tentang prosedur
PPDB, daya tampung penetapan
zonasi secara transparan, informasi
kuota peserta penyandang disabilitas,
serta pengelolaan pengaduan di setiap
sekolah. Indraza menegaskan, sesuai

O juga opti-
malisasi berbagal kanal pengaduan di
setiap Kantor Perwakilan, Melakukan
Respon Cepat Ombudsman (RCO), atau
Inisiatif Ombudsman (IN) jika dianggap
telah memenuhi ketentuan, maupun
membentuk posko pengaduan pe-
layanan pendidikan di Kantor Per-
wakilan jika dianggap perlu. "Ombuds-
man mendorong para penyelenggara
pelayanan publik untuk senantiasa
menindaklanjuti laporan atau peng-
aduan bahkan sekadar permintaan in-
formasi dari masyarakat berkaitan
dengan kondisi pandemi ini. Serta
untuk mulai membangun mekanisme

tugas dan fungsi O RIdalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2008, Ombudsman Rl akan melakukan

guna ikan bahwa

secara berjen-
jang di instansi. Berdasarkan hasil pan-
tauan di lapangan, O Jjuga
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Ombudsman RI Lakukan Investigasi
Kasus Kebakaran Tangki Pertamina

Ombudsman RI telah melaksana-
kan investigasi lapangan pada lokasi
kebakaran tangki Pertamina di Ba-
longan, Kabupaten Indramayu, serta

internal maupun pihak eksternal inde-
penden serta Bareskrim Polri, "Terkait

meningkatkan early warning system di
sekitar lingkungan kilang minyak Per-
tamina untuk meningkatkan  ke-

dampak terhadap pasokan bahan
bakar minyak (BBM), pe-
nelusuran O insiden keba-

kepada pihak PT Pertamina RU VI dan
PT Kilang Pertamina Internasional
(KPI) pada 7-9 April 2021, Ombudsman
RI menemukan beberapa hal, antara
lain; adanya keluhan masyarakat yang
tidak direspon oleh Pertamina dan
tidak ada informasi yang_terbuka
mengenai kondisi kilang

karan ini tidak memengaruhi pasokan
BBM. Dari total 71 tangki, yang terbakar
sebanyak empat tangki dengan kapasi-
tas 7% dari seluruh BBM yang dihasil-
kan di Kilang Balongan,” imbuh Hery.
Upaya penanggulangan yang telah
dilakukan salah satunya, Bupati Indra-

Balongan sebelum peristiwa keba-
karan terjadi.

Anggota Ombudsman RI Hery Su-
santo

mayu surat
(SK) Tanggap Darurat Terkait Gagal Tek-
nologi dan SK Pos Komando Gagal Tek-
nologi. Dalam SK tersebut, BPBD Indra-
mayu mendapat tugas sebagai koordi-

nator kemudian Dinas

hasil [o] sebe-

Kawasan

lum peristiwa terbakarnya tangki pada
Minggu 28 Maret 2021, warga sekitar
lokasi di Balongan sudah mencium bau
yang menyengat dari kilang Pertamina.
"Namun keluhan warga tidak digubris
oleh Pertamina sehingga warga menja-
di emosi dan terjadi aksi lempar ke
Kantor Pertamina. Namun tidak lama
kemudian berhasil dibubarkan oleh
Polsek Balongan,” terangnya pada Kon-
ferensi Pers Daring di Kantor Ombuds-
man RI, Rabu (14/4/2021).

Selain itu, Ombudsman juga mene-
mukan belum adanya mekanisme miti-
gasi bencana karena gagal teknologi
yang dikoordinasikan dengan Badan
Penanggulangan  Bencana Daerah
(8PBD) Data

dan Pertanahan Kabupaten Indramayu
bertugas mendata rumah warga yang
rusak, Dinas Sosial Kabupaten Indrama-
yu membantu BPBD, dan Pertamina
membantu bidang logistik.
Berdasarkan hasil investigasi terse-

bagi sekitar,”
terang Hery. Saran yang ketiga, perihal
mekanisme ganti rugi atas bangunan
yang rusak agar dilaksanakan dengan
proses yang valid, cepat, tepat, partisi-
patif, dan adil.

Di samping itu, pihak PT Pertamina
juga disarankan untuk memberikan
pengobatan dan santunan yang layak
bagi para korban dan keluarganya yang
mengalami luka berat, luka ringan, dan
meninggal dunia. Kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Indramayu, Om-
budsman Rl juga memberikan saran
untuk segera menyelesaikan verifikasi
bangunan rusak dan berkoordinasi
dengan pihak PT Pertamina untuk
memberikan ganti rugi. Selanjutnya,
melakukan koordinasi dan kerjasama
dengan PT Pertamina dan PT KPI untuk
meningkatkan mitigasi bencana akibat
gagal teknologi maupun bencana alam

but, O Rl saran
kepada PT Pertamina dan PT KPI harus
segera menyelesaikan investigasi men-
genai akar penyebab terjadinya keba-
karan empat tangki Pertamina Balong-
an, dan menyampaikannya secara
transparan  kepada publik ~sebagai
bahan evaluasi dan perbaikan ke de-
pannya. "Hal ini perlu melibatkan Bare-
skrim Polri untuk melakukan investigasi
Ieblh lanjut,” ujar Hery. Selanjutnya,

menyebutkan, peristiwa kebakaran dan
meledaknya tangki Pertamina Balongan
2

pelayanan publik terkait pelaksanaan
Pembelajaran Tatap Muka dan Peneri-
maan Peserta Didik Baru telah dilak-

itu, ada juga
fasilitas pelayanan kesehatan di sekolah,

sanakan dan diterima dengan baik oleh
masyarakat.

akan saran perbaikan
atau tindakan korektif yang harus dilak-
sanakan oleh instansi terkait" ujar In-
draza.

o] RI ke-

Tenaga Pendukung
OmbudsmanRI
Terima Bingkisan
Idulfitri dari Pimpinan

giatan Silaturahmi Pimpinan Om-
budsman RI dan Tenaga Pendukung
di Li Rl secara

O Rl secara luring dan
seluruh tenaga pendukung secara
daring. Dalam sambutannya, Ketua
o

daring pada han Jumat (7/5). Perte-
muan yang bertajuk “Silaturahmi
Pimpinan Ombudsman Republik In-
donesia dan Penyerahan Bingkisan
Idulfitri 1442 H di Lingkungan Om-
budsman Republik Indonesia” ini, di-
hadiri oleh Pimpinan Ombudsman RI
yakni Ketua Ombudsman RI Mokh.
Najih beserta istri, Wakil Ketua Om-
budsman RI Bobby Hamzar Rafinus
beserta istri, Anggota Ombudsman RI
Robert Na Endi Jaweng beserta istri,
Anggota Ombudsman Rl Dadan
Suparjo Suharmawijaya beserta istri,
Plh. Sekretaris Jenderal Ombudsman
RI Dwi Ciptaningsih, dan Pejabat

RI Mokh. Najih menyam-
paikan bahwa dirinya dan para
Pimpinan merasa bersyukur karena
agenda yang direncanakan bisa dilak-
sanakan bersama-bersama, dan men-
jadi salah satu bukti bahwa kelem-
bagaan ini bisa dijalankan dengan baik.
Najih juga berharap pada saat pelaksa-
naan halalbihalal nanti, seluruh insan
Ombudsman bisa menghadiri acara
tersebut meskipun dilakukan secara
daring.

Najih juga tidak bosan untuk meng-
ajak seluruh insan Ombudsman RI agar
selalu menjaga kesehatan dan mener-
apkan protokol kesehatan, demi ke-
baikan diri sendiri dan keluarga agar

Pimpinan Tinggi Kepala
Keasistenan Utama.

Selain itu kegiatan juga dihadiri oleh
perwakilan tenaga pendukung Bidang
Pengamanan, Kebersihan, Pengemudi,
dan Bidang Pramubakti di lingkungan

bisa HariIdulfitri selepas Ra-
madan nanti. Tak lupa Najih menyam-
paikan perihal ibadah di bulan Rama-
dan dalam akhir sambutannya. “Kita
semua ingin berbahagia di Hari Raya,
karena tulah bukti kesungguhan kita

q <

dalam menjalankan ibadah Ramadan.
Bukan hanya mendapatkan kebaha-
giaan ketika berbuka puasa, tetapi juga
mendapatkan  kebahagiaan karena
menjalankan ibadah di bulan Rama-
dan. Sehingga menjadikan diri ini se-
perti terlahir kembali dalam keadaan
yang bersih.”

Kegiatan ini ditutup sesi foto bersa-
ma dan penyerahan bingkisan oleh:
o Ibu Fifik Wiryani (Istri Ketua Om-
budsman RI) kepada Tenaga Pen-
dukung Bidang Pengamanan.
Ibu Ranti Andriani (Istri Wakil Ketua
Ombudsman RI) kepada Tenaga
Pendukung Bidang Kebersihan.
Ibu Margareta Maria Hapsari (Istri
Anggota Ombudsman R, Robert Na
Endi Jaweng) kepada Tenaga Pen-
dukung Bidang Pengemudi.
Faza Dhora Nailutar (Istri Anggota
©Ombudsman RI, Dadan Suparjo Su-
harmawijaya) kepada Tenaga Pen-
dukung Bidang Pramubakti.

01/09

ini pada
rumah warga sekitar dan telah diverifi-
kasi sebanyak 1313 rumah. Jumlah
korban dilaporkan mencapai 895 jiwa
yang terdiri dari 353 kepala keluarga.
Sedangkan, terkait penyebab terja-
dinya insiden kebakaran empat buah
tangki Pertamina, sampai saat ini masih
dalam proses investigasi baik dari

memberikan saran agar
PT Pertamina dan PT KPI segera meng-
koordinasikan  rencana  kontigensi
kepada BNPB/ BPBD setempat, supaya
mitigasi dan bencana

di sekitar kilang minyak Per-
tamina.

Pemkab Indramayu  bersama
dengan PT Pertamina dan PT KPI di-
harapkan dapat menetapkan zona
aman bagi warga atau penduduk dalam
setiap risiko terulangnya kejadian ter-
bakarnya kilang minyak Pertamina Ba-
longan  Indramayu. Mengingat sebe-
lumnya telah terjadi dua kali kebakaran
di lingkungan Kilang Pertamina Balong-
an pada Oktober 2007 dan Januari
2019. "Ombudsman RI terus meng-
awasi PT Pertamina dalam penanganan
penyelesaian dampak sosial ekonomi

dapat dilakukan secara optimal.

"PT Pertamina bersama BPBD agar
memberikan sosialisasi, edukasi, dan
pelatihan kepada warga sekitar, terkait
adanya potensi bencana akibat gagal
teknologi untuk meminimalisir korban
jiwa. Kemudian perlu juga

dan yang dialami warga di
sekitar lokasi kebakaran kilang minyak
Balongan Indramayu. Kami minta
proses penyelidikan kasus tersebut di-
tangani secara serius dan profesional
dalam prosedural hukum,” pungkas
Hery Susanto.

oer gambsr Ombudsman RI

DPRD Tomohon Konsultasi

Masalah Agraria Ke Ombudsman RI

Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Tomohon Su-
lawesi Utara, melakukan kunjungan
audiensi ke Kantor Pusat Ombuds-
man Rl untuk berdiskusi dan melaku-
kan konsultasi atas permasalahan
agraria pada Kamis (22/04). Audiensi
ini diterima oleh Dahlena selaku Pit.
Kepala Keasistenan Utama IV, Bara
Brelian Atmaja sebagai Anggota Tim,
dan Gunawan Irwin Siallagan selaku
Koordinator Kerjasama. Pertemuan
berlangsung di Ruang Ajudikasi
Kantor Ombudsman RI.

‘Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon
Johny bah-

tanah yang tumpang tindih dalam jual
beli tanah warisan,” jelas Johny.

Anggota Komisi | DPRD Kota Tomo-
hon Ferdinan Mono Turang juga men-
jelaskan keluhan lain terkait pelayanan
kepengurusan sertifikat tanah. “Banyak
warga yang berbulan-bulan sertifikat-
nya tidak keluar. Ketika sudah lama
selesai tidak disampaikan ke masya-
rakat. Standar pelayanan ini masih
sangat kabur di masyarakat Tomohon,”
ungkap Ferdinan.

Menanggapi  keluhan tersebut,
Dahlena membenarkan bahwa perma-
salahan agraria menjadi salah satu sub-
stansi laporan tertinggi yang diterima

wa permasalahan agraria menjadi salah
satu persoalan utama di wilayahnya.
“Di Tomohon, salah satu permasalahan
paling tinggi itu terkait dengan perta-
nahan (agraria). Misalnya peristiwa akta

oleh O RI. “Terkait dengan
laporan, prosedurnya silakan melapor.
Bisa dengan datang ke perwakilan Su-
lawesi Utara atau Ombudsman ter-
dekat. Selama pandemi bisa juga
melalui telepon, email, atau pesan

> b

singkat,” kata Dahlena. la juga men-
dorong agar masyarakat tidak ragu
melapor ke Ombudsman jika dirasa
ada maladministrasi dalam penangan-
an pelayanan agraria.

Melalui  audiensi ini, Sekretaris
Komisi | Pricilia Tumurang merasa
senang bisa berkonsultasi secara
langsung dan mengetahui lebih dalam
mengenai fungsi serta tugas Ombuds-
man. “Sepertinya kita akan sering koor-
dinasi ke depannya,” ujar Pricilia.

Audiensi tersebut dihadiri oleh
Wakil Ketua DPRD Drs. Johny Runtu-
wene, Ketua Komisi | James JE Ko-
jongian, ST, Wakil Ketua Komisi | Toar
Polakitan, S.E, Sekretaris Komisi | Priscil-
la Tumurang, Anggota Komisi | Noldie
V. Lengkong dan Ferdinand Mono
Turang, S.S0s.
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Focal Point dalam Menindaklanjuti
Respon Cepat Ombudsman

Pasal 24 (1) Huruf C, Undang-Un-
dang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman  Republik Indonesia,
mengatur salah satu syarat dalam
melapor dugaan maladministrasi ke
Ombudsman RI adalah; sudah me-
nyampaikan laporan secara langsung
kepada pihak terlapor atau atasan-
nya, tetapi laporan tersebut tidak
mendapat penyelesaian sebagaimana
mestinya. Secara implisit, aturan
tersebut mensyaratkan, masyarakat
yang mengadu ke Ombudsman RI
harus mengadu dulu ke instansi yang
ingin dilaporkan.

Namun secara berbeda, pada Pasal
46 Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, me-
merintahkan Ombudsman Rl wajib
menyelesaikan pengaduan masyarakat
apabila pengadu menghendaki penye-
lesaian pengaduan tidak dilakukan oleh
pihak penyelenggara. Dua aturan ter-
Kait syarat melapor yang berbeda ini,
mengakibatkan Ombudsman harus
lebih proaktif dalam meningkatkan
kualitas penanganan pengaduan di
masing-masing penyelenggara pela-
yanan publik, dan mekanisme pena-
nganan pengaduan di internal ombuds-
man sendiri.

Pada Pasal 26 dan Pasal 27 Peratur-
an Ombudsman RI, Nomor 26 Tahun
2017 tentang Tata Cara

proses penanganannya hingga terbit
Laporan  Akhir Hasil Pemeriksaan
(LAHP),

Namun pada penanganan RCO, kri-

Laporan yang diterima Ombudsman
Riau pun bermacam-macam, mulai
dari kebutuhan KTP-el untuk berobat
ke luar negeri, melanjutkan pendidikan,

teria laporan yang dapat
antara lain: kondisi darurat, mengan-
cam keselamatan jiwa, atau mengan-
cam hak hidup. Dengan kata lain, saat
ini strategi penanganan laporan melalui
RCO telah menjadi warna baru dalam
menindaklanjuti laporan masyarakat
yang cenderung kaku dan memakan
waktu lama.

Pada tahun 2020, akibat semakin
meningkatnya kasus pandemi Covid-19
dan penerapan new normal, Ombuds-
man Rl menawarkan pembentukan
narahubung (Focal Point) pada masing-
masing instansi sesuai dengan kategori
tertentu, di-

dan lain yang
KTP-el.

Pada saat itu, strategi yang dilaku-
kan oleh Ombudsman Riau adalah
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Mengikis Penyakit Birokrasi
Ingin Dilayani

Maria Taverne menga-

seluruh e

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
di Kota Pekanbaru, termasuk juga Unit
Pelaksana Teknis (UPT) untuk memba-
has strategi penanganan laporan mas-
yarakat, salah satunya membentuk
narahubung di masing-masing UPT
Dukcapil.

Berkat adanya narahubung, pena-
nganan laporan di Ombudsman Riau
jadi terasa lebih mudah. Ketika pelapor
kriteria khusus untuk diter-

harapkan menjadi pintu  koordinasi
antara Ombudsman RI dan instansi
penyelenggara dalam menindaklanjuti
laporan masyarakat, termasuk juga me-
kanisme Respon Cepat Ombudsman
agar berjalan lebih efektif.

Respon Cepat

bitkan KTP-el, maka Dukcapil segera
menerbitkan sesuai dengan kondisi
darurat yang dialami. Kegiatan RCO
juga telah diadopsi bukan hanya pada
laporan adminduk, namun juga pada
laporan bidang kelistrikan, kepolisian,

Perwakilan Riau

dan laindain seiring meningkatnya

Ombudsman dan  koordinasi Ombudsman dengan ma-

Fungsi di O 8- pelayanan
publik,

Jauh sebelum adanya (focal point)

RCO dan di sangat dalam  mengatur

masing-masing  penyelenggara, Om-
budsman Riau telah memanfaatkan

Pemeriksaan, dan Penyelesaian Lapor-
an, mengatur mekanisme Respon
Cepat Ombudsman (RCO) yang me-
rupakan strategi baru

fungsi dalam dak
lanjuti laporan masyarakat. Pada tahun
2016 saat kisruh kelangkaan blangko
KTP-el, Ombudsman Riau menerima 10

an laporan. Secara formal,
laporan di Ombudsman harus melalui
beberapa tahap, yaitu: Klarifikasi, me-
manggil sidak, dan lainnya. Sehingga
membutuhkan jangka waktu dalam

laporan ad-
ministrasi
Laporan  substansi  adminduk

memang selalu masuk dalam 10 besar
laporan terbanyak di Ombudsman Riau
selain kepolisian dan pertanahan.

strategi penanganan laporan, khusus-
nya Respon Cepat Ombudsman. Apala-
gi dengan kondisi pandemi Covid-19
yang memaksa perubahan perilaku
masyarakat, tentunya arah penangan-
an laporan Ombudsman RI juga harus
lebih efektif dan efisien, terutama bagi
masyarakat kaum marjinal

2Zsa Zsa Bangun Pratama
Asisten Pratama Ombudsman RI
Perwakilan Provinsi Riau

gamber: Ombudsman RI

Pererat Silaturahmi dan Perkenalan
Pimpinan Baru, Ombudsman RI
Kunjungi Jaksa Agung RI

Ketua Ombudsman RI Mokhamad

Hadir pula dalam kunjungan ini

dan Anggota O Rl jo-
hanes Widijantoro, melakukan kun-
jungan kerja dengan Jaksa Agung RI
Buhanuddin yang didampingi Wakil
Jaksa Agung Republik Indonesia, para
Jaksa Agung Muda, serta Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan Ke-

Kepala Utama Il Ombuds-
man RI Siti Uswatun Hasanah, Wakil
Kepala Keasistenan Febritias, dan
Kepala Sub Koordinator Fasilitasi Kerja
Sama Dalam Negeri Evi Dwi H. Maksud
dan tujuan kunjungan kerja pimpinan
Ombudsman RI adalah dalam rangka

jaksaan RI. kerja yang
dilaksanakan dengan menerapkan
protokol kesehatan tersebut bertem-
pat di Lantai 10 Gedung Menara Karti-
ka Adhyaksa Kejaksaan Agung, Keba-
yoran Baru, Jakarta Selatan, Senin
(19/4).

Pimpinan Om-
budsman RI Penode 2021-2026, serta
untuk meningkatkan sinergi antara
Ombudsman RI dan Kejaksaan RI.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua
Ombudsman RI Mokhamad Najih me-
nyampaikan ucapan terima kasih

q <

kepada Jaksa Agung Rl beserta jajaran-
nya, yang sudah berkenan menerima
kunjungan silaturahmi dan berharap
ke depannya dapat terjalin koordinasi
yang baik. Mengamini paparan Mokha-
mad Najih, Jaksa Agung RI pun ber-
harap adanya peningkatan sinergi
antara Ombudsman RI dan Kejaksaan
RI melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)
o

takan; “Berikan aku Hakim, Jaksa,
Polisi, dan Advokat yang baik, niscaya
aku akan berantas kejahatan meski
tanpa undang-undang sekalipun”. Per-
nyataan ini memperlihatkan bahwa
dalam penegakkan hukum bukan di-
tentukan oleh Undang-Undang me-
lainkan i itu

Setiap keluhan publik, penting untuk
diselesaikan bukan diabaikan. Solusi

bahwa Daerah

peringkat pertama terbanyak laporan
sejumlah 2274 pengaduan. Berlanjut
pada tahun 2020, laporan masyarakat
atas pelayanan pemerintah daerah
menjadi instansi yang paling banyak di-
laporkan, selanjutnya pelayanan kepoli-
sian dan pelayanan Kementerian Agra-

tepat jika disampaikan juga pada
Kondisi pelayanan publik kita saat ini.
“Berikan aku birokrasi yang baik, nis-
caya aku akan berantas maladminis-
trasi dan korupsi meski tanpa un-
dang-undang sekalipun®. Pernyataan
ini relevan untuk mengkritik budaya
Kerja birokrasi sebagai penyelenggara
pelayanan publik.

Filosofi diundangkannya Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, bahwa negara memi-
liki kewajiban untuk melayani setiap
warga negara dan penduduk dalam
memenuhi hak dan kebutuhan dasar-
nya. Wajah negara adalah birokrasi
yang memiliki kewajiban melayani
publik. Dari segi Undang-Undang, telah
mengatur secara jelas mengenai hak
dan kewajiban penyelenggara sebagai
birokrasi. Bahkan, pengaturannya pun
tidak jarang diatur dari peraturan yang
lebih tinggi sampai pada peraturan
yang rendah seperti peraturan daerah
bahkan sampai pada peraturan desa.

Meskipun peraturannya telah terse-
dia, namun tetap saja peraturan perun-
d

ria/Badan Nasional.

suatu  keluhan, tidak
hanya bersumber dari birokrasi itu
sendiri tetapi diperiukan pelibatan
publik untuk ikut serta mencari solusi.
Pelibatan publik dalam menyelesaikan
suatu keluhan, bagian dari pengakuan
dan penghormatan terhadap hak
publik.

Di Belanda, dalam menyelesaikan

Adapun substansi
yang dilaporkan terutama penundaan
berlarut  dalam  melayani  warga.
Penundaan berlarut dalam Pasal 11
Peraturan  Ombudsman Nomor 48

publik, meto-
de yang namanya Fair Treatment Ap-
proach yang digunakan oleh Kementeri-
an Dalam Negeri dan Hubungan Kera-
jaan Belanda. Metode ini hadir untuk

Tahun 2020 tentang Atas
Peraturan Ombudsman Nomor 26
tahun 2017 tentang Tata Cara Peneri-
maan, Pemeriksaan dan Penyelesaian
Laporan menyebutkan, "Penundaan
berlarut adalah merupakan perbuatan
mengulur waktu penyelesaian layanan
atau memberikan layanan melebihi
baku mutu waktu dari janji layanan".
Pelayanan publik adalah wajah
konkret kehadiran negara dalam ke-

keluhan
dengan pendekatan yang berkeadilan,
dan meninggalkan birokrasi yang rumit
dan bertele-tele. Pelibatan publik men-
cari solusi, dan pengakuan serta men-
dengar keluhan publik secara terbuka,
merupakan hal penting dalam metode
pendekatan ini. Sebenarnya, di Indone-
sia telah ada peraturan yang mengatur
mengenai peran serta masyarakat
dalam  penyelenggaraan pelayanan

hidupan
namun ketika pelayanan publlk tertun-
da-tunda dari birokrasi,

publik diatur dalam un-
dang-undang pelayanan publik, hingga

dampak pada turunnya kep
publik terhadap

rintahan. Kritikan dari publik terhadap
kinerja pelaksana pelayanan publik,
seyogyanya dipandang baik dan pen-
ting sebagai saran masukan dalam per-
baikan pelayanan publik. Oleh karena-
nya, kritikan dalam bentuk penyam-
paian pengaduan kepada lembaga

ini sebagai
wlisan indzh saja seperti pulsi, namun
tidak memberikan faedah bagi publik.
Lalu, siapa yang memiliki kewajiban
dalam menerapkan peraturan perun-
dang-undangan tersebut?

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Un-
dang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik menyatakan
“Pembina terdiri atas pimpinan lemba-
ga negara, pimpinan kementerian,
pimpinan lembaga pemerintah non ke-
menterian, pimpinan lembaga komisi
negara atau yang sejenis, dan pimpinan
lembaga lainnya, gubernur, bupati, wa-

yang perlind-
ungan hukur terhadap publk. Keluhan
ataupun kritikan dari publik, perlu disal-
urkan sesuai sarana yang tersedia dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Pe-

hal ini ber- pada partisipasi masyarakat dalam
i dae-
peme- rah Peraturan Pemerin-
tah (PP) Nomor 44 Tahun 2017.
Berjiwa melayani
Tidak mudah memang untuk

mengikis adagium "kalau dapat diper-
sulit kenapa harus dipermudah?” Pada-
hal semestinya birokrasi itu sebagai pe-
layan, bukan dilayani oleh publik.
Namun, karena kita diwarisi oleh penja-
jah bahwa birokrasi itu tukang memer-
intah, kondisi "birokrasi mesti dilayani*
masih ada hingga saat ini.

Dalam catatan laporan tahun 2020

layanan publik bahwa RI bahwa
"Masyarakat berhak mengadukan  substansi keluhan terbanyak dilapor-
penyelenggaraan pelayanan publik  kan masyarakat adalah penundaan ber-
kepada larut layanan,

dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Kabupaten/Kota™. Hal ini
menunjukkan, bahwa negara hadir

likota". Guna menjamin
penyelenggaraan pelayanan publik, ter-
dapat pembina dan penanggung jawab.
Pembina pelayanan memiliki tugas
untuk melakukan pembinaan, peng-
awasan dan evaluasi terhadap pelaksa-
naan layanan oleh birokrasi.

Presiden Joko Widodo meminta
masyarakat untuk lebih aktif dalam
memberi masukan dan kritik pada pe-
merintah. Menurut jokowi, kritik terse-
but adalah bagian dari proses untuk
mewujudkan pelayanan publik yang
lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif
menyampaikan kritik masukan ataupun
potensi maladministrasi  dan para
penyelenggara pelayanan publik juga
terus meningkatkan upaya-upaya per-
baikan, kata Jokowi saat memberi sam-
butan di Peluncuran Laporan Akhir
Tahun Ombudsman RI, 8 Februari 2021
lalu. Sambutan Presiden RI, menjadi
cambuk kepada penyelenggara untuk

antar R di
daerah dengan Kejaksaan Tinggi, so-
sialisasi fungsi Ombudsman Rl maupun
Kejaksaan RI, pendidikan dan pelatih-
an, serta peningkatan kapasitas ma-
sing-masing pihak.

pelaksana  pelayanan
publik memberikan pelayanan publik
yang berkualitas, cepat, mudah, ter-
jangkau serta terukur.

Sesuai catatan laporan tahunan Om-
budsman RI Tahun 2019

untuk kepada
publik untuk menyampaikan peng-
aduan maupun kritikan terhadap pe-
layanan buruk dari birokrasi.

prosedur,
dan tidak memberikan layanan. Ketiga
substansi ini menunjukkan bahwa UU
yang bagus sekalipun, tidak ada jami-
nan melahirkan birokrasi yang bagus
pula.

Padahal Pasal 11 huruf b UU Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara tegas menyatakan bahwa:
“Pegawai Aparatur Sipil Negara bertu-
gas memberikan pelayanan publik yang

dan Pelaksana

Sebagus-bagusnya Undang-Undang,
tidak akan bermanfaat jika tidak dite-
rapkan secara konkret dalam layanan
publik. Birokrasi sebagai struktur yang
menjalankan peraturan, dan keberada-
an birokrasi berkewajiban memberikan
pelayanan yang berkualitas sesuai
dengan asas penyelenggaraan pe-
layanan publik sebagaimana diatur
dalam Pasal 15 huruf e Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe-
layanan publik. Demikian pula ketentu-
an Pasal 16 huruf a Undang-Undang Pe-
layanan  Publik yang menyatakan:
"Pelaksana

dan * Jika mem-
perhatikan beberapa peraturan perun-
dang-undangan terkait pelayanan bi-
rokrasi, sudah cukup diatur bahkan
sampai pada peraturan yang paling
rendah.

Diperlukan perubahan pola berpikir
dan budaya melayani. Artinya reforma-
si yang dilakukan tidak hanya pada pe-
rampingan organisasi apalagi perubah-
an peraturan yang ada, namun lebih
utama adalah karakter birokrasi.
Budaya birokrasi yang ingin dilayani,
harus dihilangkan dan hadirkanlah
wajah birokrasi berjiwa melayani. Bi-
rokrasi yang terlalu kaku tentu akan

kegiatan pelayanan sesuai dengan
penugasan yang diberikan oleh penye-
lenggara".

Tidak cukup keluhan publik hanya
direspon oleh birokrasi, tetapi juga
wajib memastikan bahwa keluhan

publik dan

> b

tidak pe-
layanan yang berkeadilan.

Sabarudin Hulu, S.H., M.H,,
Kepala KEasistenan Pemeriksaan
Asisten Madya | Ombudsman Rl Jateng
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21 Tahun Ombudsman, Merancang
Sistem Monitoring Maladministrasi 4.0

. Semua data laporan masyarakat
yang tersedia pada SIMPEL 4.0,

Tanggal 10 Maret 2021 merupakan
hari jadi Ombudsman RI yang ke-21
sejak berdirinya pada tahun 2000.
Untuk merayakan hari jadi tersebut,
Ombudsman RI mengambil tema

laporan masyarakat maupun pence-
gahan maladministrasi pada setiap
penyelenggaraan pelayanan  publik
oleh penyelenggara negara.

Pada tahun 2020, Ombudsman RI

Rl Era 4.0". telah
na tertulis dalam Pasal 4 UU Nomor 37
Tahun 2008 tentang O R, proses

sistem  monitoring
maladministrasi 4.0, khususnya dalam

salah satu tujuan dilahirkannya Om-
budsman RI adalah meningkatkan
mutu pelayanan negara di segala
bidang agar setiap warga negara dan
penduduk memperoleh keadilan, rasa
aman, dan kesejahteraan yang sema-
kin membaik. Sehingga, Ombudsman
R tidak hanya berfungsi sebagai
L untuk

laporan masya-
rakat. Rancangan monitoring ini ber-
awal dari proyek perubahan Asisten

berada dalam tahapan besar
penyelesaian laporan, seperti: pe
nerimaan dan verifikasi laporan, pe-
meriksaan dan resolusi monitoring.
Seluruh proses penanganan sudah
terinput dalam SIMPEL 4.0.

Sistem monitoring akan memberikan
mekanisme olert system pada setiap
yang dilakukan dengan

L4

o Rl yang dalam peng-
usulannya disebabkan karena aplikasi
penyelesaian laporan yang telah ada
belum mengakomodir sistem monitor-
ing menggunakan alert system dan noti-
fikasi, yang akan bermanfaat sebagai

g pe-
layanan publik yang lebih baik, tetapi
juga mengupayakan adanya pening-
Katan mutu yang memberi keadilan
dan peningkatan kesejahteraan ke-
pada masyarakat.

Pasal 7 dan 8 UU Nomor 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman RI, menya-
takan Ombudsman bertugas untuk

laporan. Ap-
likasi penyelesaian laporan yang dimak-
sud adalah aplikasi SIMPEL.

Semua data laporan masyarakat
yang tersedia pada SIMPEL 4.0, berada
dalam tahapan besar penyelesaian
laporan, seperti: penerimaan dan verifi-
kasi laporan, pemeriksaan dan resolusi
monitoring. Seluruh proses penangan-
an sudah terinput dalam SIMPEL 4.0.

laporan
melakukan investigasi atas prakarsa

1 dan verifikasi laporan
yang memiliki tahapan penanganan

dan
dengan kewenangan meminta kete-
rangan, Klarifikasi, investigasi, pemang-
gilan/upaya paksa, mediasi/konsiliasi
Ombudsman dan/atau memberikan

i terkait la-

berupa p laporan, verifi-
kasilaporan, dan penentuan laporan
ditindaklanjuti  atau  tidak  ber-
wenang.

Pemeriksaan laporan yang memiliki

|

poran.

Istilah maladministrasi merupakan
perilaku atau perbuatan melawan
hukum, melampaui wewenang, meng-
gunakan wewenang untuk tujuan lain
dari yang menjadi tujuan wewenang
tersebut, termasuk kelalaian atau peng-
abaian kewajiban hukum dalam penye-
lenggaraan pelayanan publik, yang
dilakukan oleh penyelenggara negara

tahapan berupa telaah
dokumen, pemeriksaan kepada para
pihak, dan penyampaian tindakan
korektif dalam hasil akhir pemerik-
saan.

Resolusi dan monitoring yang memi-
liki tahapan penanganan berupa
pengelolaan laporan akhir hasil pe-
m ai dok  tin-

»

menggunakan baku mutu berupa
ketepatan waktu dalam tindakan
penanganan.

Notifikasi dari alert system akan ter-
hubung dengan email dan hand-
phone pelaksana yaitu

o

@ OMBUDSMAN
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Sumber gambar. Ombudsm

Tinjauan Singkat Perilaku
Prokrastinasi dalam
Maladministrasi

Menurut data pengaduan Om-
budsman RI berdasarkan dugaan mal-
administrasi tahun 2016-2020, malad-
ministrasi penundaan berlarut ada di
posisi pertama yaitu 31%. Kemudian
diikuti dengan penyimpangan
prosedur sebesar 20%, dan tidak

pegawai Ombudsman R|, sebagai
pengingat dan juga penanda batas
waktu

Apabila notifikasi tidak ditanggapi,
maka akan dilakukan treatment (per-
lakuan) oleh Pimpinan Ombudsman
R agar laporan masyarakat tersebut
segera ditangani secara optimal.
Sebagai kelengkapan rancangan
sistem monitoring ini, pada tahun 2020
telah disusun baku mutu penyelesaian
laporan masyarakat yang sudah ditam-
bahkan ke dalam perbaikan petunjuk
teknis penyelesaian laporan. Selain itu
juga disusun mekanisme atau alur
sistem monitoring penyelesaian la-

a

poran.
Sistem monitoring penyelesaian la-
poran ini men-

sebanyak
15%. Data tersebut sedikit banyak
j bahwa ber-

Pada faktor internal, hal-hal yang me-
mengaruhi antara lain kondisi fisik
(kesehatan, disabilitas tubuh, dll) dan
kondisi psikis (pola kepribadian, kesa-
daran diri, pengendalian diri, dll). Se-
dangkan pada faktor eksternal, hal-hal
yang memengaruhi adalah kondisi di
luar individu, seperti lingkungan kerja,

rekan dan partner, beban tugas, dan
faktor-faktor lain.

larut adalah permasalahan yang men-
dominasi penyebab terhambatnya

Prokrastinasi Sebagai Bagian
dari inistrasi

publik di
Indonesia.

Mari sejenak membayangkan se-
orang pegawai di sebuah kantor pe-
buat

sendiri

8
menurut Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman Re-
publik Indonesia adalah perilaku atau
perbuatan melawan hukum, melam-
paui wewenang, menggunakan we-
wenang untuk tujuan lain dari yang
menjadi tujuan wewenang tersebut,
termasuk kelalaian atau pengabaian ke-
wajiban hukum dalam penyelengga-
raan pelayanan publik yang dilakukan
oleh negara dan peme-

jadi upaya Ombudsman RI yang lebih
optimal ke depannya, untuk memberi-
kan pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat dan juga menjadi langkah
pemanfaatan sistem teknologi 4.0

«dakan resolusi seperti med-asvajudp
kasi, dan penerbitan rekomendasi

dan yang
kerugian materiil dan/atau immaterial
bagi masyarakat dan orang perse-
orangan (Pasal 1, angka 3, UU No. 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman Ri).
Aspek maladministrasi ini diawasi Om-
budsman R, baik berupa penyelesaian

serta kepada DPR/
Presiden sekaligus publikasi.

Lalu, seperti apa gambaran penggu-

naan dari aplikasi SIMPEL 4.0 yang digu-

nakan Ombudsman RI? Berikut penje-

lasannya:

dalam pelayanan. Hal ini
juga menjadi harapan Ombudsman R,
agar instansi penyelenggara negara
dapat lebih responsif dan solutif dalam
memberikan pelayanan publik serta
pemanfaatan teknologi, salah satunya
teknologi 4.0 dalam pelayanan publik.

Ratna Sari Dewi
Asisten Ombudsman RI

rintah yang menimbulkan kerugian ma-
teriil dan/atau immateriil bagi masya-

yang diberit

menimbulkan ketidakpuasan dari ma-
syarakat.

Faktor ketiga adalah lingkungan
fisik. Apakah tempat kerja sudah cukup
memenuhi standar baik dari segi
ukuran, pencahayaan, pengaturan pe-
rabot, sirkulasi, tata pengarsipan, dan
segi-segi fisik lainnya? Memang terde-
ngar sepele, namun penataan ruang
dan perabot kerja yang serampangan
akan berpengaruh pada kerapian
berkas kerja. Tempat kerja yang tidak
nyaman berpotensi menurunkan mood
bekerja bagi pegawai dan memenga-
ruhi produktifitas.

Faktor keempat bisa dianggap se-
bagai permasalahan yang Klasik. Insen-
tif dapat dikatakan sebagai alasan
utama insan pekerja untuk melakukan
sebuah pekerjaan. Jenis-jenis insentif
yang ditawarkan kepada pegawai pada
umumnya adalah gaji, penghargaan/

checklist surat masuk se-
belum diberikan ke atasan untuk dispo-
sisi. Dalam sehari rata-rata ada 25-30
surat yang masuk ke kantor. Namun
karena pegawai tadi memiliki kebiasaan
suka menunda-nunda, setiap hari dia
hanya berhasil mendaftarkan surat
masuk maksimal sebanyak 10 surat.
Dampak dari perilaku pegawai terse-

. hingga jami-
nan sosial dan kesehatan

Insentif harus layak dan tetap ber-
dasarkan standar dan peraturan yang
berlaku. Insentif yang kurang layak dan
tidak sesuai dengan beban kerja berpo-
tensi mengurangi integritas dan dedika-
si pegawai terhadap kewajiban yang di-
emban. Mereka akan cenderung ber-

las-malasan atau malah mencari

but adalah hingga 20
surat setiap harinya. Apabila ditambah

rakat dan orang

Terkait penundaan berlarut, tulisan
ini mencoba menelisik perilaku malad-
ministrasi ini melalui sudut pandang
prokrastinasi.

Mengenal Prokrastinasi
“Penundaan” adalah kata benda
yang berasal dari kata “tunda”. Sedang-
kan kata kerja dari "tunda" adalah
"menunda". Dalam konteks karier dan
pekerjaan, seringkali kita mendengar
frasa "menunda pekerjaan" atau
“prokrastinasi”, Berdasarkan kamus
online Cambridge Dictionary, pengertian
atau adalah

Merajut Asa Keadilan dan
Kesetaraan: Beyond Legal
dalam Pelayanan Publik

Pengawasan pelayanan  publik
bukan hanya suatu tugas teknis yang
berbasis regulasi atau konflik legal
saja, namun juga mensyaratkan suatu
kesadaran akan prinsip kewargane-
garaan dengan kecenderungan laten
tentang ketidaksetaraan di dalamnya.
Karena itu, di samping dituntut untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang
bersifat kasuistik artifisial legal, Om-
budsman RI juga suatu

Berbagai catatan dalam buku ini hanya
sebagai contoh yang perlu dipelajari
terhadap daerah dan kelompok marji-
nal lainnya.

Karena Indonesia merupakan negeri
yang sangat luas dan memiliki perbe-
daan yang sangat bervariasi dari ber-
bagai segi, alam, topografi, geografis,
tradisi, suku, agama, dan sebagainya
se- hingga diperlukan pendekatan khas.

tugas ideologis seperti potensi sosial
budaya dan agama, serta ketidakse-
taraan dalam berbagai dimensi.

Buku ini berisi narasi atau catatan
dari beberapa proses Penyelesaian
Laporan Masyarakat dan Inisiatif oleh
Tim 7. Tim ini menangani kasus yang
menyangkut daerah dan kelompok
marjinal, yaitu laporan dan isu terkait
pendidikan, agama, kebudayaan, ad-
minduk, anak, dan perempuan.

yang perlu
adalah penganggaran yang khas atau
asimetris sesuai dengan konteks dan
tingkatan marjinal dari daerah dan
kelompok terkait. Pesan inilah yang
ingin disampaikan dari buku ini, bahwa
Ombudsman RI juga perlu bersikap,
menerobos, dan memasukkan kritik
melalui pendekatan indikator malad-

ministrasi terhadap pembangunan
sejak tahap perencanaan.
Zenia Annabel

Staf Perpustakaan Ombudsman RI

q <
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to keep delaying something that must be
done, often because it is unpleasant or
boring, yang artinya menunda peker-
jaan yang seharusnya dikerjakan
karena kurang merasa senang atau
bosan. Sedangkan menurut Burka &
YYuen (dalam Khairin, 2008) prokrastina-
si berasal dari gabungan dua kata
bahasa latin yaitu procrastinatus dengan
awalan "pro" yang berarti “forward"
atau  “meneruskan/mendorong” ke
depan, dan akhiran cratinus yang be-
rarti "belonging to tomorrow” atau "milik
hari esok". Jika digabungkan, procrasti-
nus mempunyai arti forward it to tomor-
row (meneruskan hari esok) atau
dengan kata lain dapat diartikan "saya
akan melakukannya nanti". Dari dua
pengertian tadi, prokrastinasi dapat di-
anggap sebagai perilaku menunda
pekerjaan yang seharusnya dapat
dilakukan saat ini, karena menganggap
dapat dikerjakan di waktu selanjutnya.

Menurut  Ghufron & Risnawati
(dalam Khairin, 2008) ada dua faktor
penyebab prokrastinasi, yaitu faktor
dari dalam individu (faktor internal) dan
dari luar individu (faktor eksternal).

dengan  manajemen  pengarsipan
kantor yang buruk, penumpukan tadi
akan yang

serius di kemudian hari. Perilaku pega-
wai di atas dapat dikategorikan sebagai
maladministrasi penundaan berlarut
jika melinat definisi dari Hendra Nur-
tiahjo dkk, dalam buku saku Memaha-
mi Administrasi (2013).

Penundaan Berlarut Akibat
Faktor Eksternal
Dalam

pekerjaan sampingan di luar tempat
kerja. Efeknya adalah terbengkalainya
pekerjaan dan penyelenggaraan pe-
layanan.

Penutup

Baik faktor internal maupun ekster-
nal sama-sama dapat memengaruhi in-
dividu untuk berperilaku prokrastinasi.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik, jika kecenderung-
an prokrastinasi tiap-tiap individu tidak
diantisipasi dengan baik maka dapat

i yang dise-

potensi terjadinya mal-

babkan faktor internal,
tif dapat diberikan oleh organisasi/in-
stansi terhadap individu yang bersang-
kutan. Tindakan evaluatif dapat berupa
teguran atau mungkin mengarahkan in-
dividu tersebut mengikuti pelatihan dan
kursus i dij

trasi penundaan berlarut.

Pencegahan dapat dimulai dari level
organisasifinstansi. Organisasi penye-
lenggara pelayanan selain harus memi-
liki Standar Operasional dan Prosedur

kan, tindakan yang bersifat ‘menghu-
kum' seperti pemberian surat peringat-
an, skors, hingga pemberhentian dapat
diberlakukan terhadap individu atau
pegawai yang bersangkutan.

Akan tetapi penyebab terjadinya
perilaku prokrastinasi juga dapat ber-
asal dari faktor di luar individu (ekster-
nal). Faktor eksternal pertama adalah
beban kerja. Beban kerja yang terlalu
berlebihan dan jauh melampaui tugas
dan fungsi akan berujung pada ketidak-
efektifan kinerja dan stres pada pega-
wai. Akibatnya, banyak pekerjaan dan
tugas menumpuk yang akan diidentifi-
kasikan sebagai penundaan berlarut.

Faktor kedua adalah jumlah individu
dalam unit kerja. Apabila berdasarkan
hasil analisis diperlukan empat orang
pegawai untuk dapat menyelesaikan
suatu pekerjaan dalam target waktu
tertentu, jangan sampai penyelenggara
hanya menempatkan dua atau malah
satu orang pegawai untuk pekerjaan
yang sama. Apabila hal tersebut dilaku-
kan, penyelenggaraan pelayanan ber-
potensi tidak akan optimal dan akan

(soP) Pelayanan, juga
harus mampu mengukur kebutuhan
organisasi dan beban kerja yang diem-
ban oleh masing-masing pelaksananya.
Perlu juga diperhatikan beban kerja in-
dividu yang melebihi tugas dan fungsi
yang telah disepakati. Kalaupun ada
tuntutan penyelesaian pekerjaan yang
lebih banyak dan lebih cepat dari yang
seharusnya, ada baiknya penyelengga-
ra dapat memberikan sarana, fasilitas,
dan insentif yang proporsional bagi
pelaksana.

Melalui sudut pandang di atas, mal-
administrasi penundaan berlarut tidak
hanya dapat ditelaah dari sisi individu
pegawai dan pelaksana, melainkan juga
dari sisi organisasi penyelenggara. Se-
hingga saran perbaikan terhadap mal-
administrasi tersebut juga dapat dite-
rapkan secara sistemik.

Agus Ferdinand, S.T.
Asisten Ombudsman RI
Perwakilan Kalimantan Timur
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Membumikan pelay:
Yang Menyenangkan

Ombudsman RI

anan Publik
di Pulau nrogn.o

Kalsel Buka Kelas Pelayanan Publik

Dalam rangka peringatan Hari
Ulang Tahun Ombudsman RI yang

diresmikannya Jembatan Antasan Pulau
Bromo.

ke-21, O RI
Kalsel kelas

Dalam Kepala Per-
wakilan O Kalsel menyam-

publik di Pulau Bromo, Kelurahan
Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Se-
latan, Kota Banjarmasin. Kegiatan
tersebut dilaksanakan pada Rabu
(10/3) di Langgar Darus Sholihin.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel
Hadi Rahman beserta beberapa Asisten
Ombudsman, Plt Lurah Mantuil,
Bhabinkamtibmas, lima Ketua RT di
lingkungan Pulau Bromo, dan per-
wakilan tokoh masyarakat.

Kelas pelayanan publik mengusung
tema “Membumikan Pelayanan Publik
yang Menyenangkan di Pulau Bromo”.
Pulau Bromo dipilih sebagai tempat ke-
giatan oleh Ombudsman Kalsel, meng-
ingat lokasi Pulau Bromo merupakan
wilayah terluar dari Kota Banjarmasin,
dan masyarakat Pulau Bromo baru
mendapatkan akses darat ke Kota Ban-
jarmasin sejak 4 Januari 2021 dengan

paikan tujuan diadakannya kelas pe-
layanan publik, yaitu untuk menyosiali-
sasikan kepada masyarakat tentang
Ombudsman sebagai lembaga negara
pengawas pelayanan publik. “Dalam ke-
giatan ini juga kami akan meresmikan
Dangsanak (Sahabat) Ombudsman di
Pulau Bromo, sebagai bentuk pelibatan
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pengawasan pelayanan publik” tam-
hnya.

Kepala Keasistenan Pencegahan
Maladminsistrasi  Perwakilan ~ Kalsel
Maulana Achmadi, yang bertindak se-
bagai pemateri dalam kegiatan kelas
pelayanan publik tersebut, juga me-
nekankan pentingnya masyarakat me-

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab,
Sugi Arsyad warga Pulau Bromo, me-
nyampaikan keluhan tentang  pe-
layanan publik, di antaranya layanan
bidang kesehatan. "Dari empat puskes-
mas pembantu di Pulau Bromo, ada
satu puskesmas pembantu yang tidak
beroperasi, yang menyebabkan pe-
layanan kesehatan masyarakat ter-
ganggu,” katanya.

Selain itu Sugi Arsyad juga menyam-
paikan keluhan terkait pelayanan distri-
busi air PDAM yang tidak bisa mereka
dapatkan setiap hari, karena harus ber-
gantian antar rukun tetangga, dengan
satu hari mengalir dan satu hari beri-
kutnya distribusi air dihentikan. "Kami
berharap Ombudsman dapat mem-
bantu keluhan yang kami sampaikan,”
harapnya. Menanggapi keluhan terse-
but, Kepala Keasistenan Pemeriksaan

ngetahui akan hak-hak ter-
hadap pelayanan publik. "Apabila ma-
syarakat tidak mendapatkan haknya
atau dipersulit dalam mengakses layan-
an publik, silakan menyampaikan lapor-
an ke Ombudsman,” jelasnya.

Laporan Fir-
hansyah, menyampaikan bahwa ke-
luhan akan ditindaklanjuti Ombuds-
man Kalsel melalui laporan inisiatif.
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Independensi Pemeriksaan
Ombudsman RI, Tantangan
dan Implementasinya

Ombudsman RI merupakan salah
satu lembaga negara eksternal yang
bertugas untuk mengawasi pelayanan
publik. Hal tersebut ditujukan untuk
mencapai good and clean governance,
sehingga il i

bahwa O RI

lembaga negara yang bersifat mandiri
dan tidak memiliki hubungan organik
dengan lembaga negara dan instansi
pemerintahan lainnya, serta dalam

Namun,
dalam
tersebut?

pelaksanaan  prinsip-prinsip

Implementasi dan Tantangan
o] dalam

kualitas pelayanan publik pun dapat
tercapai. Lembaga pengawas ekster-

tugas dan
bebas dari campur tangan kekuasaan
lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Asis-

birokrasi yang bersih, transparan, re-
sponsif, dan dapat memenuhi harap-
an terhadap

ten Of RI sebagai pemeriksa
laporan harus memiliki dan menanam-
kan prinsip independensi dalam setiap

Pemkab Muratara Siap Jalankan
Saran Ombudsman Sumsel

Ombudsman Perwakilan Sumatra
Selatan mendatangi Kantor Bupati
Musi Rawas Utara untuk menemui
Kepala Daerah yang baru dilantik,
guna membahas beberapa hal pen-
ting terkait layanan publik di Pemkab
Muratara. Kunjungan yang dipimpin
langsung oleh Kepala Perwakilan Om-
budsman M. Adrian beserta tim ini,
disambut oleh Wakil Bupati Muratara
H. Inayatullah dan beberapa staf OPD
terkait di ruang kerjanya pada Kamis
(@£3).

Ada beberapa hal yang dibahas
dalam kunjungan tersebut. Pertama,
terkait laporan masyarakat tentang pe-
langgaran PP 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin ASN Pemkab Muratara. Yang
kedua, tentang terganggunya layanan
di Dinas PMPTSP akibat putusnya aliran
listrik karena tagihan PLN yang tidak di-
lunasi.

Dalam pertemuan tersebut, Adrian
menjelaskan  bahwa Ombudsman
mengikuti pemberitaan terkait tergang-
gunya pelayanan DPMPTSP Muratara
beberapa waktu terakhir dan pihaknya
menyesalkan hal tersebut.

“Apapun alasannya, terhentinya suatu
layanan publik tidak bisa dimaklumi. ltu
adalah keadaan yang luar biasa dan se-
harusnya tidak boleh terjadi. Apalagi
hanya karena tunggakan listrik yang
nominalnya relatif kecil, hanya sekitar
duajutaan rupiah saja,” tegasnya.
Menurut Adrian, bisa saja mungkin
ada masalah internal pada OPD terse-
but yang harus diselesaikan, bukannya
malah mengorbankan masyarakat
yang ingin mengakses layanan. Adrian
berharap, melalui kedatangan Om-
budsman Sumsel, Bupati dan Wakil
Bupati dapat cepat menyikapi dan
menyelesaikan masalah ini agar pe-
layanan di Muratara semakin mem-

mengatakan bahwa dirinya dan Bupati
akan menjadikan penyelesaian perma-
salahan disiplin pegawai sebagai priori-
tasnya. “Kita berikan contoh. Sejak hari
pertama kerja, kami sudah di kantor
sejak pukul 7.30 WIB, dan setiap pagi
melakukan rapat dengan seluruh dinas
untuk menyelesaikan permasalahan
dinas satu per satu,” ungkapnya. la
mengatakan akan memberi perhatian
khusus terhadap laporan Oy

publik.

Ombudsman RI juga dikatakan sebagai
lembaga negara bantu (state auxiliary in-
stitutions) yang akuntabel, independen,
dapat dipercaya, serta bebas dari
kepentingan politik yang bertujuan
untuk menjawab tuntutan masyarakat
terhadap prinsip-prinsip  demokrasi
pada i

Pada dasarnya, Ombudsman RI
memiliki tiga nilai utama yaitu integri-
tas, |, dan adil,

mentasikan prinsip dan nilainya tidak-
lah mudah. Mengapa? Karena dalam
proses pemeriksaannya, ada saja pi-
hak-pihak yang memaksakan kepen-
tingannya dan memengaruhi proses
atau hasil dari pemeriksaan Ombuds-
man. Pada sisi pelapor, terkadang ada
saja yang memaksakan hasil pemerik-

tercantum dalam Pasal 4 Peraturan
Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019
tentang Kode Etik dan Kode Perilaku
Insan Ombudsman. Adapun nilai terse-
but merupakan dasar acuan dan moti-
vasi, sikap, maupun tindakan setiap

Pada dasarnya, latar belakang mun-
culnya lembaga independen karena
melihat kondisi dan urgensitas saat ini
bahwa konsep Trias Politica yang di-
usung oleh Montesquieu sudah tidak
relevan lagi. Oleh karena itu, Jonathan
Turley (2013) mengatakan bahwa para-
digma lembaga independen melahir-
kan lembaga di luar kekuasaan utama
yang mempunyai kewenangan yang
besar bahkan mereduksi kewenangan
lembaga utama, misalnya lembaga le-
gislatif,

Perlu dipahami, bahwa Ombuds-
rman RI memiliki kewenangan dalam hal
pemeriksaan sebagaimana tertuang
dalam Pasal 8 dan Pasal 28 UU Nomor
37/2008. Adapun kewenangan tersebut
salah satunya, meminta keterangan
secara lisan dan/atau tertulis maupun
pemeriksaan lapangan kepada pelapor,
terlapor, atau pihak lain yang terkait
mengenai laporan yang disampaikan
kepada Ombudsman RI. Dalam hal
menjalankan  kewenangan tersebut,
setiap asisten pemeriksa wajib mene-
rapkan prinsip-prinsip pemeriksaan,

Insan O RI termasuk dalam
hal ini para Asisten Pemeriksa saat ber-
pikir, bersikap, bertindak, dan mengam-
bil keputusan.

Nilai independensi termasuk dalam
nilai utama Ombudsman RI dan meru-
pakan salah satu unsur dari perilaku
profesional, yang secara harfiah adalah
mampu  menyelesaikan tugas atau
pekerjaan dengan baik, tuntas, sesuai
dengan kompetensi (keahlian) dan ino-
vatif untuk mencapai hasil prima
melalui kerja sama serta mampu mem-
buat keputusan sendiri tanpa tekanan
dari pihak lain.

Merujuk pada istilah yang melekat
dalam nilai independen, Asisten Peme-
riksa wajib hanya bertemu dengan para
pihak terkait yang mempunyai kepen-
tingan atau masih ada hubungannya
dengan permasalahan yang sedang di-
tangani. Selanjutnya, Asisten Pemeriksa
dapat menggunakan haknya untuk me-
nolak keputusan, kebijakan, atau in-
struksi yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Hal
ini tentunya untuk menghindari hal
yang berpotensi melanggar peraturan

salah satunya Berikut
pembahasan terkait prinsip indepen-
densi dalam pemeriksaan Ombudsman
RI.

dan saran-saran perbaikan agar per-
masalahan cepat selesai dan tidak ter-
ulang lagi. Dirinya juga

Ombudsman RI
Terdapat beberapa prinsip pemerik-

Ombudsman terus  mendampingi
Pemkab Muratara agar dapat membe-
rikan pelayanan yang semakin baik

tersebut pula,

baik. “Of siap kepada
Pemda dalam memperbaiki layanan Pada pertemuan
publik. Apalagi Muratara menjadi

Pemda yang juga akan disurvei oleh
Ombudsman, terkait standar minimal
layanan publiknya di tahun ini. Sesuai
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pe-
layanan Publik,” tambahnya

Wakil Bupati Muratara H. Inayatul-
lah mengatakan bahwa ia baru berkan-
tor sejak tiga hari lalu, namun sudah
mendengar permasalahan ini. la juga

q <

BKPSDM Muratara juga memenuhi tin-
dakan korektif Ombudsman yang me-
minta segera ditetapkan sanksi atas
temuan pelanggaran disiplin ASN yang
dilaporkan, dengan diserahkannya SK
Penetapan Sanksi Bupati kepada ASN
terkait ke Agung selaku Asisten Peme-
riksa Ombudsman.

saan O RI ter-
tuang dalam UU Nomor 37/2008,
antara lain: non diskriminasi, tidak
memihak, tidak memungut biaya, wajib
mendengarkan dan mempertimbang-
kan pendapat para pihak dalam hal ini
pelapor dan terlapor, serta memper-
mudah pelapor dalam memberikan
penjelasan. Namun dalam tulisan ini,
akan dibahas lebih mendalam terkait
prinsip independensi dalam pemerik-
saan Ombudsman RI.

Prinsip independensi juga dijelaskan
dalam Pasal 2 UU Nomor 37/2008,

gan dalam peng-
ambilan keputusan. Terakhir, Asisten
Pemeriksa wajib berperilaku mandiri
atau independen dalam setiap tindakan
dan pengambilan keputusan, bebas
dari pengaruh, tekanan, ancaman, bu-
jukan, baik bersifat langsung maupun
tidak langsung dari pihak manapun.
Tak hanya wajib mengedepankan
prinsip independen, Asisten Pemeriksa
juga dilarang untuk melakukan tindak-
an-tindakan tertentu seperti menjalin
hubungan dengan instansiflembaga
atau kelompok lain yang patut diduga
dapat mengganggu kemandirian/inde-
pendensi lembaga, terlibat dalam ke-
giatan politik praktis atau berafiliasi
dalam partai politik, dan terlibat dalam
kegiatan lembaga kemasyarakatan atau
lembaga swadaya masyarakat yang di-
nyatakan sebagai organisasi terlarang,

> b

saan O agar sesuai dengan
keinginannya,  Bahkan  seringkali
mereka merasa tidak puas terhadap
proses pemeriksaan atau hasil peme-
riksaan tersebut. Tak jarang, pelapor
mengajak Asisten Pemeriksa untuk
masuk ke dalam emosinya sehingga
berempati untuk memengaruhi  ke-
cenderungan sikap Asisten.

Sementara dari sisi terlapor, ada
saja pihak terkait yang resisten terha-
dap pemeriksaan sehingga tidak terca-
pai penyelesaian laporan masyarakat.
Ada juga terlapor yang menganggap
bahwa pengaduan masyarakat bersifat
negatif sehingga sulit bijak dalam me-
nyikapinya. Itulah mengapa indepen-
densi sangat penting. Selain memiliki
prinsip, Ombudsman juga memiliki
nilai- nilai yang harus dipegang teguh
oleh setiap Asisten Pemeriksa. Adapun
nilai-nilai tersebut antara lain: kepa-
tuhan, keadilan, non-diskriminasi, tidak
memihak (imparsial), akuntabilitas, ke-
seimbangan, keterbukaan, dan keraha-
siaan.

Dengan begitu, Ombudsman se-
bagai lembaga negara yang indepen-
den atau tidak masuk ke dalam rumpun
kekuasaan manapun secara mutatis
mutandis, bekerja secara bebas tanpa
intervensi dari siapapun dan dari mana-
pun. Selain itu, Ombudsman bersifat
imparsial sehingga dalam pemeriksaan,
penyelesaian laporan maupun  pro-
duknya, mengandung morally binding
(pemberi pengaruh) dan mengede-
pankan win-win solution, baik kepada
pelapor maupun terlapor dan pihak ter-
kait.

Berdasarkan penjelasan tersebut,
diharapkan adanya pemahaman dari
pelapor maupun terlapor terhadap
prinsip dan nilai yang dipegang oleh
Ombudsman dalam pemeriksaannya.
Sehingga dengan begitu, laporan ma-
syarakat dapat terselesaikan dengan
baik sesuai dengan fungsi, tugas, dan
kewenangan yang dimiliki oleh Om-
budsman.

Maya Septiani
Asisten Pratama Ombudsman RI
Bangka Belitung
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Riksa ORI Bali Awards 2021.:
Ajang Unjuk Gigi Para Asisten

Pemeriksa

Kecepatan menangani  sebuah
laporan masyarakat menjadi hal pen-
ting bagi Ombudsman RI. Sebab, se-
makin cepat menangani sebuah lapor-
an, makan pelapor akan semakin
puas. Meskipun demikian, tetap di-
akui bahwa ada laporan yang sampai
berlarut-larut penanganannya. Salah
satunya disebabkan oleh faktor inter-
nal Asisten Pemeriksa itu sendiri.

Berangkat dari hal tersebut, Keasis-
tenan Bidang Pemeriksaan Laporan
(PL) Ombudsman RI Perwakilan Bali di
tahun 2021 ini, membuat inovasi
berupa pemberian penghargaan bagi

asisten yang tercepat dalam mena-
ngani laporan. Inovasi ini dinamakan
“Riksa ORI Bali Awards 2021,

Menurut Kepala Keasistenan Pe-
meriksaan Laporan Ombudsman Bali, |
Gede Febri Putra, inovasi ini memang
bertujuan untuk memotivasi Asisten
Pemeriksa dalam menangani laporan.
“Kami berharap melalui inovasi ini, para
Asisten berlomba-lomba menangani
laporan dengan cepat, tentunya tetap
terukur dan sesuai dengan Undang-Un-
dang maupun Peraturan Ombudsman
yang berlaku,” kata Febri.

Ombudsman RI

Febri menjelaskan,  penghargaan
kepada Asisten terbaik ini terdiri dari
empat kategori penyelesaian laporan
yang terdaftar pada tahun 2021. Antara
lain; Asisten dengan penyelesaian la-
poran tercepat, Asisten dengan jumlah
laporan terbanyak ditutup, Asisten
yang mendapat ucapan terima kasih
terbanyak, dan Asisten dengan tindak-
an korektif yang dilaksanakan oleh Ter-
lapor terbanyak.

Hal ini juga dilakukan merujuk pada
penyampaian Wakil Ketua Ombuds-
man RI Periode 2016-2021 Lely Peli-
tasari Soebekti dan arahan Kepala Per-
wakilan Ombudsman Rl Bali, yang
menyatakan bahwa masih ada bebera-
pa laporan yang lambat penyelesaian-
nya atau melebihi standar Klasifikasi
laporan. “Bali menempati papan tengah
dalam Klasemen Z-SCORE yang ber-
isikan peringkat pemeriksaan laporan
mencakup 34 Perwakilan se-Indonesia.
Ini yang ingin kami perbaiki di tahun
2021. Kami bertekad, Bali bisa masuk
ke papan atas seperti tahun-tahun se-
belumnya,” tegas Febri.

Riksa ORI Bali Awards 2021 disam-
but dengan antusias, baik oleh Kepala
Perwakilan maupun rekan-rekan asis-
ten lainnya. Kepala Perwakilan Om-
budsman Bali Umar Ibny Alkhatab,
menyebut program inovasi ini layak
didukung oleh seluruh Asisten Om-
budsman Perwakilan Bali. “Kecepatan
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KPU Kalteng Apresiasi Ombudsman

Atas Kelancaran Pilkada

Ombudsman RI Perwakilan Kali-
mantan Tengah menerima penghar-
gaan dari Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Provinsi Kalimantan Tengah,
dalam acara penyerahan penghar-
gaan yang ditujukan kepada instansi,
organisasi, dan media pada Jumat

laporan salah
satu bentuk kualitas pelayanan Om-
budsman kepada masyarakat, teruta-
ma pelapor. Untuk itu, saya sangat
mengapresiasi inovasi ini dan berharap
semua asisten terpacu untuk memper-
cepat penanganan laporannya. Upaya-
kan jangan ada laporan yang sampai
‘ulang tahun'” kata Umar.

Para Asisten juga menyambut
dengan penuh semangat inovasi ini.
Bahkan di bulan Februari, sudah ada
satu Asisten yang memperoleh peng-
hargaan yakni Ida Bagus Kade Oka Ma-
hendra, yang berhasil menyelesaikan
laporan Reaksi Cepat Ombudsman
(RCO) dalam kurun waktu dua hari.

Sumber gambar Ombudsman RI

Ombudsman Sulut Sarankan
Pemkab Minahasa Perluas
Jaringan Internet

Kepala ilan O R
Provinsi Sulawesi Utara Meilany F.

Keglatan ini rangkaian dari
proses kajian yang telah dilakukan oleh

Limpar, Laporan Hasil
Analisis (LHA) dari rapid assesment (ka-
jian cepat) terkait keterbatasan jari-
ngan internet dalam pembelajaran

Pencegahan

trasi Perwakilan, dengan tujuan untuk
mencegah terjadinya maladministrasi
oleh Pemkab Minahasa Selatan, dalam

jarak jauh di Minahasa Se-
latan pada Selasa (30/3). Penyerahan
LHA dilakukan di ruang rapat Bupati
Minahasa Selatan, serta didampingi
langsung oleh Kepala Keasistenan
b ané

layanan
di masa pandemi Covid-19. Khususnya,
potensi maladministrasi yang disebab-
kan oleh daerah-daerah yang belum
terjangkau internet dalam  keglatan

Nancy
Tindige, Kepala Keasistenan Pemerik-
saan Laporan Stenly Kalengkian, Asis-
ten Pencegahan Sitti H. Musa, dan Staf
Kesekjenan Ombudsman Sulut Yusuf
C. Arimatea.

jarak jauh, sehingga pe-
serta didik mengalami kesulitan dalam
mengikuti kegiatan belajar-mengajar
secara daring,

Ombudsman Sulut berharap, Pemkab
Minahasa Selatan dapat menindaklan-
juti saran perbaikan yang disampaikan
dalam LHA. "Diharapkan layanan pendi-
dikan yang diberikan oleh Pemkab Mi-
nahasa semakin berkualitas. Sehingga
dapat mencegah penyebaran Covid-19
dan tidak terjadi maladministrasi,” ujar
Meilany.

Selain Bupati Minahasa Selatan, ke-
giatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati
Minahasa Selatan, Sekretaris Daerah,
para Kepala Dinas di Pemkab Minahasa
Selatan, dan Asisten O Rl.

(9/4). ini diberikan se-
bagai wujud terima kasih atas suk-
sesnya penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Ka-
limantan Tengah pada tahun 2020.

“Saya sangat berterima kasih atas
dukungan dan kerja sama seluruh in-
stansi, organisasi, teman-teman media,
serta seluruh masyarakat yang telah
mendukung Kinerja KPU Provinsi Kali-
mantan Tengah, sehingga penyeleng-
garaan Pilkada dapat berjalan tertib,
aman, dan lancar,” jelas Ketua KPU
Kalteng, Harmain.

Selain Ombudsman Kalteng, ada
juga 22 perwakilan instansi dan organi-
sasi lainnya di Kalteng yang menerima

penghargaan dari KPU Kalteng. Saat di-
mintai pendapat terkait acara ini,
Kepala ~ Perwakilan ~ Ombudsman
Kalteng Biroum Bernardianto menga-
takan bahwa pihaknya juga memberi-
kan apresiasi kepada KPU Kalteng atas
terselenggaranya Pilkada 2020 secara
aman dan lancar.

Lima Saran Ombudsman Jateng
untuk Sukseskan Vaksinasi

Kepala Perwakilan Ombudsman
Jateng Siti Farida, menjadi narasum-
ber dalam dialog publik dengan tema:
“Menanti Giliran untuk Divaksinasi
Covid-19". Tema ini diangkat sehu-

Hal ini menjadi salah satu penekanan
penting dikarenakan masih terjadi per-
debatan terkait sumber data yang akan
digunakan,” ujar Farida.

Kedua, menjamin baku mutu dari

bungan dengan
sipasi masyarakat terkait vaksinasi
Covid-19, meski

limbah medis vaksinasi secara handal
dan safety, juga sesuai dengan standar
operasional yang sudah ditentukan.
Saat ini, belum adanya sistem khusus
dalam pengelolaan limbah vaksin
Covid-19 yang dapat menyebabkan po-

parti- “Halini penting,
karena vaksin  dapat tensi
vaksin kualitas yang

dan pe-

oleh pemerintah masih dilakukan
secara bertahap.

Siti Farida menyambut baik antusiasme
masyarakat yang sadar akan penting-
nya saling menjaga. “Dengan sikap siap
divaksin, menandakan masyarakat kini
sudah menyadari bahaya dan dampak
Covid-19. Baik dari sisi kesehatan
maupun dampak pada aktivitas kese-
harian. Sebagaimana terinformasi dari
laman  covidgoid, bahwa vaksin
Covid-19 sangat penting dan diperlu-
kan karena dapat menurunkan angka
penularan dan  kematian  akibat
Covid-19. Vaksin dapat mendorong ter-
bentuknya kekebalan kelompok (herd
immunity), melindungi  dan  mem-
perkuat sistem kesehatan masyarakat
secara menyeluruh, serta menjaga pro-
duktivitas dan meminimalisir dampak
sosial ekonomi,” tutur Farida.

Dalam  penyelenggaraan  vaksin
Covid-19 ini, ada lima poin yang
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oleh Of Perta-
ma, data penerima vaksin harus valid.
“Jika tidak valid, maka dapat menyebab-
kan proses vaksinasi tidak berjalan

oleh Cold Chain Management System
yang tidak berjalan dengan baik. Misal-
nya, fasilitas kesehatan yang ditunjuk
untuk pelayanan vaksinasi tidak memi-
liki freezer atau vaccine refrigerator se-

limbah, seperti pengum-
pulan botol bekas vaksin yang digu-
nakan untuk membuat vaksin palsu
pada peristiwa di tahun 2016 silam.
“Keempat, urgensi sarana dan pe-
nanganan pengaduan terkait vaksinasi

hingga harus vaksin
Covid-19 ke fasilitas kesehatan lain. Hal
seperti ini tentu sangat penting, sebab
dalam distribusi dan tata penyimpanan
vaksin, memang memerlukan perha-
tian khusus, terutama terkait dengan
teknologi rantai dingin yang berkontri-
busi besar terhadap mutu vaksin,” sam-
bung Farida.

Pada pelaksanaannya, pendistribu-
sian vaksin Covid-19 beserta alat-alat
pendukung, dilakukan secara berjen-
jang mulai dari Pemerintah Pusat, Pe-
merintah Daerah Provinsi, dan Peme-
rintah Daerah Kabupaten/Kota. Meru-
juk pada Pasal 16 Ayat 2, pelayanan
vaksinasi akan dilakukan pada fasilitas
kesehatan berupa puskesmas, puskes-
mas pembantu, pos pelayanan vaksi-
nasi Covid-19, Kinik, rumah sakit,
dan/atau unit pelayanan kesehatan di
Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Lalu di poin ketiga, Farida me-

sesual jadwal yang telah

nekankan

> b

y P ini
dimulai dari sarana layanan pengadu-
an, misalnya penanganan pengaduan
bagi penerima vaksin yang mengalami
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
dan harus mendapatkan pengobatan
atau perawatan di fasilitas kesehatan,”
lanjut Farida.

Poin terakhir, fokus pelayanan bagi
kelompok rentan yang mungkin luput
dari perhatian. “Sebagaimana sasaran
vaksin berbasis data dan kriteria yang
diatur dalam peraturan perundang-un-
dangan harus menyertakan kelompok
rentan dan kelompok yang kesulitan
dalam mengakses pelayanan publik
karena keterbatasan. Misalnya, pe-
nyandang  disabilitas, orang-orang
dengan permasalahan kesejahteraan
sosial yang tergolong pelayanan priori-
tas,” tutup Farida.
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Tingkatkan Pelayanan Publik

Lewat Digitalisasi Arsip

Arsip dinilai sebagai identitas dan
jati diri bangsa yang harus dikelola
dan diselamatkan oleh negara. Salah
satu bentuk penyelamatan arsip kon-
vensional adalah dengan mengubah
arsip ke dalam bentuk digital sesuai
dengan PP 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elek-
tronik (SPBE). Dengan terwujudnya
sistem pemerintahan berbasis elek-
tronik yang terpadu dan menyeluruh,
maka akan tercapai birokrasi pe-
layanan publik yang memiliki kinerja
tinggi.

“Ada dua tujuan yang bisa didapat
melalui digitalisasi. Pertama, kemudah-
an akses dan ketersediaan arsip menja-
di lebih dinamis. Kedua, perubahan
bentuk dari konvensional ke digital ber-
tujuan untuk i

(Kepala Kantor Arsip Universitas Indo-
nesia), Musliichah, S.IP.MA. (Arsiparis
Kantor Arsip Universitas Gadjah Mada),
dan Prof. Dr. Nandang Alamsyah Deliar-
noor, S.H.M.Hum. (Pakar Hukum Kear-
siapan Universitas Padjajaran). Dalam
sambutannya, Ketua Ombudsman RI
Dr. Mokhammad Najih, S.H, MHum,
PhD juga menambahkan, bahwa
dalam era revolusi industri 4.0 diperlu-
kan kesiapan secara simultan dan
berkelanjutan untuk mengubah sistem
pelayanan menjadi lebih cepat dan
akurat melalui digitalisasi.

"Pelayanan kearsipan yang baik
akan menghindarkan terjadinya deceit-
ful practice yaitu praktik-praktik kebo-
hongan dan tidak jujur. Agar masya-
rakat tidak disuguhi data dan informasi
yang menjebak, atau informasi yang

di beberapa media agar tidak mudah
hilang” ungkap Wahid Nurafiantara,
S.Hum,, M.TI, selaku Kepala Kantor
Arsip Universitas Indonesia dalam se-
minar virtual bertajuk: ‘Strategi Pening-
katan Kualitas Pelayanan Kerasipan,
pada Rabu (17/03).

Seminar tersebut dilaksanakan
sebagai rangkaian dari HUT Ombuds-
man Rl ke-21 dengan mengundang
para pakar kearsipan, di antaranya:
Wahid Nurfiantara, S.Hum., M.T..

tidak dalam pelayanan
publik" papar Mokhammad Najih.
Senada dengan hal tersebut, Pit. Kepala
ANRI Dr. M. Taufik, M.Si mengungkap-
kan, arsip merupakan ruh dari segala
aspek kehidupan individu dan organi-
sasi. Oleh sebab itu, arsip harus dikelola
berdasarkan asas demokrasi atau open
governance. Seluruh organisasi harus
transparan  dalam mengelola arsip
dengan pendekatan tiga dimensi yakni
masa lalu, masa kinj, dan masa men-
datang.

Namun untuk mewujudkan ity
semua diperlukan  strategi-strategi
dalam tata kelola kearsipan berbasis
elektronik. Pakar Hukum Kearsipan
Prof. Dr. Nandang Alamsyah Deliar-
noor., S.Hum,, M.Hum menilai strategi
tersebut  harus terintegrasi  dalam
sistem pemerintah demi terwujudnya
sistem pengawasan dan pelayanan
publik yang lebih cepat, baik, dan
murah. "Ada lima hal yang perlu diting-
katkan yaitu tangibel dari penampilan
petugas yang melayani, realibility ke-
handalan petugas, responsive tangga-
pan merespon pelanggan, assurance ja-
minan petugas dalam memberikan
waktu dan kepastian biaya, lalu terakhir
empathy dalam mendahulukan kepen-
tingan pelanggan.”

Konsep lainnya juga diutarakan oleh
Muslichah, S.IP, MA, Arsiparis dari
Kantor Arsip Universitas Gadjah Mada,
bahwa kearsipan yang ideal juga harus
berdasarkan asas manfaat. *Kita perlu
memperkaya khasanah arsip melalui
lima kegiatan; penciptaan tata naskah
dinas, pemindahan arsi inaktif, akusisi
arsip statis, mendokumentasikan peris-
tiwa penting dan bisa melalui oral histo-
1y." pungkas Muslichah.

Ombudsman Rl Perkenalkan
Tupoksi ke 200 Perwira TNI/Polri

Anggota Ombudsman RI Dr Jo-
hanes Widijantoro, S.H., M.H., bersa-
ma Direktur Politeknik STIA LAN Prof.
Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.H,, serta
Irutdik Itum Itjen TNI Kolonel Inf. Drs.
Basuki Hari Subagyo, menjadi nara-
sumber dalam kegiatan Diskusi Panel
SBS Manajemen Nasional dengan
tema: ‘Implementasi Reformasi Bi-
rokrasi Lembaga Negara dan TNI
menuju Good Governance'. Acara ber-
langsung di Sekolah Staf dan Koman-
do Markas TNI (Sesko) Bandung, pada
hari Rabu (07/04).

Kegiatan ini dihadiri oleh 200 Perwi-
ra Siswa (Pasis). Pasis yang hadir terdiri
atas TNI Angkatan Darat sebanyak 75
orang, TNI Angkatan Laut sebanyak 50
orang, TNI Angkatan Udara sebanyak
40 orang, Polri sebanyak 31 orang, dan
Pasis Negara Sahabat sebanyak empat
orang. Adapun Pasis Negara Sahabat
berasal dari negara Singapura, Malay-
sia, Pakistan, dan Madagaskar.

Dua orang Pasis Negara Sahabat dari
Singapura dan Pakistan belajar secara
online/out campus.

Pada kesempatan tersebut, Johanes
memperkenalkan Ombudsman RI se-
cara umum kepada para peserta dis-
kusi. “Ombudsman lahir sebagai salah
satu dari sekian lembaga negara yang

Oom-

menjalankan tugas, fungsi, dan we-
wenang” Hal tersebut telah diatur
dalam Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2008 tentang Om-
budsman Republik Indonesia.
Selanjutnya, Johanes menjabarkan
bentuk reformasi birokrasi di TNI.
"Reformasi birokrasi di TNI diharapkan

budsman bertugas untuk mengawasi
pelayanan publik yang.

dapat berbagai output
antara lain, peningkatan kualitas pe-

oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, BUMN, BUMD, dan mereka
yang menjalankan fungsi APBN juga
APBD. Ombudsman berupaya untuk
memastikan agar masyarakat bisa
mendapatkan pelayanan publik, sesuai
dengan kebutuhan dalam berbagai
aspek kehidupan.”

Johanes juga menjelaskan keistime-
waan yang dimiliki oleh Ombudsman
R, salah satunya Hak Imunitas. “Om-
budsman tidak dapat digugat, tidak
dapat dituntut, dan tidak dapat dibawa
ke ranah hukum ketika sedang

q <

layanan, jumlah  unit
layanan, dan peningkatan indeks
kepuasan masyarakat. TNI harus
menunjukkan pelayanan prima kepada
masyarakat, tidak lagi sekadar me-
menuhi standar minimal pelayanan.”
ujar Johanes. Menurut Johanes, TNI
merupakan instansi yang memiliki
peran sangat strategis dalam upaya-
upaya menjaga kedaulatan dan ke-

Sumber garmiag Ombudsman RI

UBLIK INDONESIA

O OMBUDSMAN

ombudsman.go.id

Ombudsman Banten Gandeng
Untirta untuk Riset Pelayanan

Publik

Anggota Ombudsman Rl Yeka
Hendra Fatika didampingi oleh Kepala
Perwakilan Ombudsman Banten Dedy
Irsan, melakukan kunjungan ke Uni-
versitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untir-
ta) pada Kamis (30/4). Kunjungan ini
diterima langsung oleh Rektor Untirta
Prof. Fatah Sulaiman di ruang kerja-
nya.

Dalam kunjungan ini, Yeka menyam-
paikan bahwa salah satu tugas Om-
budsman RI adalah untuk mengawasi
pelayanan dasar bagi seluruh masya-
rakat. Oleh karena itu, Ombudsman
berniat menggandeng Untirta dengan
tujuan pengawasan pelayanan dasar.
“Kita bisa jadikan hasil riset dari Untirta
untuk mendorong perbaikan pelayanan

publik pada masyarakat miskin, misal-
nya mengenai stunting,” tutur Yeka,

la juga mengatakan bahwa Om-
budsman membutuhkan partner dalam
mengawasi pelayanan publik, di mana
Perguruan Tinggi bisa menjadi partner
untuk melakukan riset. Oleh karena itu,
ia berharap Ombudsman Banten dan
Untirta bisa bersinergi ke depannya.

Fatah Sulaiman menyatakan kesiap-
an menjadi instrumen untuk tujuan
perbaikan pelayanan publik di Banten.
"Untirta mendapat mandat dari peme-
rintah untuk membuat pusat ketahan-
an lokal di Banten. Sedang diper-
siapkan. Bisa juga kita adakan diskusi
untuk menangani stunting hadirkan
Ombudsman untuk menjelaskan ten-
tang pelayanan publiknya.

MoU dengan Ombudsman sudah, ting-
gal PKS saja. Ini kerja sama yang baik,"
tutup Fatah. baik oleh Amris, yang me-
ngatakan akan menindaklanjuti saran
perbaikan dari Ombudsman dengan
melakukan pemenuhan kebutuhan
sarana prasarana dan menyiapkan
perangkat IT agar pelayanan bisa
dilakukan secara daring. Pernyataan
tersebut juga diperkuat oleh Kadisduk-
capil Kota Dumai yang menuturkan
bahwa pihaknya telah melaksanakan
saran perbaikan dari kajian Ombuds-
man dan diperkirakan akan selesai di
bulan Maret 2021.

Cegah Penyiksaan, Ombudsman RI
Lanjutkan Kolaborasi dengan Empat
Lembaga

Setiap tahunnya, Komnas HAM
selalu menerima pengaduan tentang
terjadinya praktik penyiksaan seperti
tindakan penghukuman yang tidak

Berangkat dari landasan tersebut,
Ombudsman RI dan beberapa lemba-
ga lainnya sepakat untuk melakukan
kerja sama dalam rangka mencegah
praktik dan

Melihat keberhasilan KuPP pada
lima tahun sebelumnya, serta sikap ko-
operatif dari berbagai pihak di peme-
rintahan, nota kesepahaman antara
o

strategi bersama untuk mendorong

Nasional

i, terutama di pat
pat semacam rumah tahanan, lapas,
panti-panti sosial, dan lainnya. Praktik
penyiksaan adalah perbuatan yang
membahayakan hak asasi manusia
Karena bisa menjadi pintu masuk bagi
terjadinya pelanggaran hak asasi ma-

Pencegahan Penyiksaan (NPM) di Indo-
nesia. Kerja sama tersebut berjudul
Kerja Sama untuk Pencegahan Penyik-
saan (KuPP). Lembaga lainnya yang ter-
gabung dalam kerja sama ini adalah
Komnas HAM, Komnas Perempuan,

nusia lainnya seperti hak
hidup.

Penyiksaan juga kerap tidak mudah
dideteksi, karena terjadi di ruangan-ru-
angan tertutup, disembunyikan dari
mata publik, dan korbannya acap Kali
diam karena takut mendapat siksaan
yang lebih berat atau diancam jika buka
mulut. Jika penyiksaan tidak dicegah
sejak awal atau dibiarkan begitu saja,
maka sama dengan memberikan izin
secara tidak langsung pada terjadinya
penyiksaan.

Dalam perspektif hak asasi manu-

amanan negara, yang
bahwa TNI tidak terlepas dari pe-
layanan publik di Indonesia.

sia, dan

Komisi Anak Indonesia
(KPAI), dan Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK).

Kesepakatan kerja sama ini telah
berjalan sejak tahun 2016 dan meno-
rehkan sejumiah capaian. Salah satu-

Rl dan empat lembaga
lainnya, resmi diperpanjang hingga
tahun 2022. Perpanjangan nota kese-
pahaman ditandangani oleh Ketua
Komnas HAM RI Ahmad Taufan Dama-
nik, Ketua Komnas Perempuan Andy
Yentriyani, Ketua KPAI Susanto, Ketua
Ombudsman RI Mokhammad Naji,
dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo,
Sementara perpanjangan PKS dari
KuPP ditandatangani oleh Wakil Ketua
Eksternal Komnas HAM Rl Amiruddin
Al-Rahab, Wakil Ketua Komnas Perem-
puan Mariana Amiruddin, Komisioner
KPAI Putu Elvina, Anggota Ombudsman

nya adalah pri
National Preventive Mechanism (NPM)
sebagaimana tertuang dalam Optional
Protocol Convention Against Torture
(OPCAT). Capaian lainnya adalah pela-
tihan khusus bagi Training of Trainers di
staf Ditjen PAS yang diikuti oleh 25 pe-
serta dan 36% di antaranya adalah pe-
rempuan. Pelatihan tersebut dilakukan
bersama fasilitator pengalaman, dan

adalah pelang-
garan HAM yang sangat serius. Perbu-
atan tersebut telah merendahkan
harkat dan martabat manusia, serta
jelas bertentangan dengan konstitusi
dan hukum di Indonesia.
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dapat pada
peningkatan akan semakin baiknya
perlakuan terhadap warga binaan di
lapas, lapas perempuan, dan Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai
dengan norma dan standar hak asasi
manusia.

> b

Rl Johanes dan Waki
Ketua LPSK Maneger Nasution di
Kantor Komnas HAM RI.

Perpanjangan Nota Kesepahaman
Bersama dan PKS ini menjadi pertanda
telah terjalinnya kolaborasi strategis
antara lima lembaga dalam upaya
pencegahan penyiksaan di Indonesia.
Kolaborasi ini juga memberi pengala-
man-pengalaman berharga (good prac-
tices) ketika kelak Indonesia meratifika-
si OpCAT, karena KuPP sudah mene-
rapkan prinsip-prinsip utama Meka-
nisme Pencegahan Penyiksaan.
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Ombudsman Akan Tutup Aduan

Ombudsman Rl Perwakilan Su-
lawesi Barat menggelar rapat koordi-
nasi pada Kamis (15/04), terkait lapor-
an Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
(APILL) yang tidak berfungsi dengan
baik di beberapa titik dalam Kota
Mamuju. Rapat itu dihadiri oleh Balai
Pengelola Transportasi Darat Wilayah
XIX Sulbar, Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Per-
hubungan Kabupaten Mamuju, serta
beberapa Asisten Ombudsman Sulbar
yang menangani pengaduan tersebut.

Dalam rapat koordinasi tersebut,
pihak Balai Pengelola Transportasi

Darat Wilayah XIX Suiselbar menyam-
paikan, bahwa ada beberapa APILL di
Sulawesi Barat yang mengalami keru-
sakan akibat gempa di bulan Januari
lalu. “Saat itu kami belum meren-
canakan pergantian APILL di tahun
2021, tapi alhamdulilah  sekarang
hampir seluruh APILL di Kota Mamuju
sudah berfungsi sesuai yang kita harap-
kan.”

Menanggapi laporan itu, Lukman
Umar selaku Kepala Perwakilan Om-
budsman Sulawesi Barat menyatakan
jika APILL di Kota Mamuju sudah me-
nyala 100%, maka pihak Ombudsman
Sulbar akan menutup aduan dari

masyarakat tentang APILL. “Kami ber-
harap adanya komitmen dari seluruh
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bmbﬁdsman Riau Sarank::m Kota
Dumai Perbaiki Pelayanan
Administrasi

o RI Riau dari yang
melalui Keasistenan Pencegahan Mal-  cukup tinggi. Oleh karena itu, Kepala
inis i Laporan

baik oleh Amris, yang mengatakan akan
menindaklanjuti saran perbaikan dari

pihak terkait agar bisa b gidalam
setiap aduan masyarakat”  ujar
Lukman. la juga berharap pernyataan
di dalam rapat bukan hanya ucapan
semata, namun juga bisa dikonversi
dalam bentuk tertulis. Sehingga nanti-
nya bisa menjadi jalan untuk bersinergi
ketika ada pengaduan masyarakat.

Hasil Analisa (LHA) kajian kepada
Wakil Walikota Dumai Amris yang di-
dampingi oleh Kepala Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Dumai, pada Rabu (10/3) di Kantor Wa-
likota Dumai. Kajian tersebut meng-
usung tema “Tata Kelola Penyelengga-
raan Pelayanan Administrasi Kepen-
dudukan di Provinsi Riau pada masa
Pandemi Covid-19".

Pembuatan dan hasil kajian dipan-
dang perlu karena penyelenggaraan
pelayanan administrasi kependudukan
menjadi salah satu institusi yang tetap

Aparat Pengadilan Kena Sanksi
Karena Maladministrasi

Sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Om-
budsman Republik Indonesia, tugas
utama Ombudsman Rl adalah me-
meriksa dugaan maladministrasi
dalam

Setelah proses pemeriksaan, Om-
budsman Kalbar memberikan tindakan
korektif kepada Pengadilan Negeri
yang bersangkutan agar membatalkan
keputusan panitia seleksi. Namun,

publik dan menyelesaikan permasa-
lahan tersebut sesuai ruang lingkup
kewenangan Ombudsman RI. Tak ter-
kecuali maladministrasi yang terjadi
di lingkungan peradilan namun tanpa
mencampuri putusan hakim. Om-
budsman R tidak dapat mencampuri
putusan hakim sebagaimana Pasal 9
Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2008.

Salah satu contoh kasus terkait
peradilan yang ditangani Ombudsman
R, terjadi pada akhir tahun 2020. Dua
orang aparat Pengadilan Negeri yang
berada di wilayah Kalimantan barat,
mendapat sanksi hukuman disiplin
berupa “sanksi ringan berbentuk per-
nyataan tidak puas secara tertulis” dari
Mahkamah Agung.

Permasalahan tersebut berawal
dari laporan tenaga kontrak di suatu
Pengadilan Negeri di Kalimantan barat,

4

karena p tersebut belum
memperoleh penyelesaian, maka pe-
nanganan selanjutnya dilakukan oleh
Ombudsman Rl Pusat yaitu Keasis-
tenan Utama Resolusi dan Monitoring.

Kemudian pada akhir tahun 2019,
Ombudsman RI menyampaikan secara
tertulis kepada Badan Pengawasan
Mahkamah Agung terkait temuan Om-
budsman pada suatu Pengadilan
Negeri di Kalimantan Barat. Badan Pe-
ngawas MA pun melakukan pemerik-
saan kepada aparat Pengadilan Negeri
yang dimaksud.

Pada pertemuan koordinasi Om-
budsman RI dengan jajaran Badan Pen-
gawas MA di bulan Agustus 2020,
didapat hasil pemeriksaan berupa tin-
dakan inkonsistensi dalam proses pe-
rekrutan tenaga kontrak yang dilaku-
kan oleh aparat Pengadilan Negeri ter-
kait. Salah satunya dengan mengganti
nama peserta yang mengundurkan diri
dengan nama yang sebelumnya telah

kepada O R Ka-
limantan Barat di pertengahan tahun
2019, Para pelapor tersebut berstatus
tenaga keamanan dan

tidak persya-
ratan. Namun perihal penentuan
tenaga kontrak di seluruh lingkungan

Peradilan Agung,
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diserahkan kepada unit atau UPT ma-
sing-masing.

Awal tahun 2021, Ketua Mahkamah
Agung akhimya memberikan “huku-
man disiplin tingkat ringan berupa te-
guran tertulis” dengan Kategori “sanksi
ringan berupa pernyataan tidak puas
secara tertulis”, Dengan demikian, Om-
budsman RI menyatakan bahwa lapor-
an masyarakat tersebut telah memper-

pelayanan di tengah pan-
demi, misalnya permohonan dokumen

trasi Bambang Pratama, mengimbau
Walikota Dumai untuk melaksanakan
saran perbaikan agar pelayanan publik
pada masa pandemi lebih mudah diak-
ses oleh masyarakat.

“Dalam melakukan kajian ini, Om-
budsman melalui tahapan Deteksi,
Analisis, dan Pelaksanaan Pember-
lakuan Saran (PPS). Setelah melakukan
pengambilan data, menelaah dokumen
dan analisis, serta melakukan konfirma-
si temuan, barulah Ombudsman me-
nyampaikan Laporan Hasil Analisis
(LHA) yang berisi hasil pengambilan
data, temuan, pendapat, dan saran per-
baikan,” jelas Bambang.

Imbauan tersebut rupanya disambut

o dengan pe-
menuhan kebutuhan sarana prasarana
dan menyiapkan perangkat IT agar pe-
layanan bisa dilakukan secara daring.
Pernyataan tersebut juga diperkuat
oleh Kadis Dukcapil Kota Dumai yang
menuturkan bahwa pihaknya telah
melaksanakan saran perbaikan dari
kajian Ombudsman dan diperkirakan
akan selesai di bulan Maret 2021.

Ombudsman Temukan Maladministrasi
di BP Jamsostek Lewat RCO

Ombudsman R menerapkan pola
Respon Cepat Ombudsman (RCO)

oleh O RI dalam tugasnya sebagai
pun menutup |ap0’an (case closed) pengawas Penyelemﬂrﬂa“ pe-
pada bulan Maret 2021.

Ombudsman RI berharap perma-
salahan ini menjadi perbaikan ke de-

layanan publik di Indonesia. Pola
tersebut pernah dilakukan saat Om-
budsman Rl menerima laporan ma-

pannya walaupun terse-
but merupakan diskresi suatu penye-
lenggara negara terkait. Meskipun
begitu, penggunaannya harus tetap
memperhatikan  kaidah  pelayanan
publik yang baik.

i Whatsapp, terkait pe-
nolakan pembayaran klaim Jaminan
Kematian (JKM) sebesar 42 juta rupiah
untuk masing-masing peserta melalui

oleh Komisi E DPRD Provinsi Jawa
Timur ini, menuntut pemenuhan hak
ahli waris berupa pencairan santunan
Jaminan Kematian dan diaktifkannya
kembali status keanggotaan yang
sempat diputus sepihak oleh BP Jam-
sostek pada peserta sektor informal.
Aduan dari para ahli waris masuk ke
kanal pengaduan Reaksi Cepat Om-
budsman (RCO) melalui Whatsapp pada
18 April 2021 lalu, dan segera ditindak-

atas jaminan kematian mereka sempat
ditolak oleh pihak BPJS. Penolakan itu
akibat adanya tudingan fraud yang
dilakukan oleh oknum agen perisai,
yang merupakan jejaring  BPJS
Ketenagakerjaan dalam  rekrutmen
keanggotaan. Padahal pekerja tersebut
sudah terdaftar dan rutin membayar
iuran BP Jamsostek setiap bulannya.
“Ombudsman menilai, tidak diba-
yarnya klaim pekerja tersebut hingga
b

ahli waris, oleh Badan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek). Kasus ini dialami oleh ahli
waris para pekerja dari Pasar Porong,
Pasar Prambon Sidoarjo, dan Pasuru-
an Jawa Timur.

Kasus ini bermula saat puluhan
orang yang tergabung dalam peser-
talahli waris BP Jamsostek sektor infor-
mal, menggelar aksi demo di depan
kantor DPRD Provinsi Jawa Timur pada
Jumat (9/4). Pendemo yang diterima

lanjuti ke pelayanan
publik yang bersangkutan yakni pihak
BPJS Ketenagakerjaan Pusat dan
wilayah Jawa Timur. “RCO wajib dire-
spon oleh pihak pe-

berbulan-bulan itu justru

indikasi kuat adanya maladministrasi
yakni penundaan berlarut, tidak patut,
dan tidak profesional. Oleh karena itu,
o Rl saran

layanan publik. 11 hari setelah aduan
masuk, tepatnya tanggal 29 April 2021,
aduan tersebut diselesaikan oleh BPJS
Ketenagakerjaan,” terang Hery Susan-
to, Anggota Ombudsman RI, pada
Jumat (30/4).

Hery juga mengatakan bahwa para
ahli waris pekerja melaporkan klaim
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kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk
segera membayarkan klaim JKM peker-
ja lanjut Hery. Untuk ke depannya,
Ombudsman RI akan melakukan inves-
tigasi untuk saran perbaikan terkait
regulasi BPJS Ketenagakerjaan agar ke-
jadian serupa tidak terulang lagi.
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Sertifikat Tanah Terbit Setelah
Delapan Tahun, Pelapor Kirim
‘Surat Cinta’

Ombudsman Rl Perwakilan Su-
lawesi Barat menerima surat tanda
terima kasih dari Adianto Nursalam,
yang baru saja mendapatkan serti-
fikat tanahnya setelah tertahan
selama delapan tahun. Kasus ini ber-
mula saat Pelapor membeli tanah ka-

“Terima kasih yang sebesar-besar-
nya kepada Ombudsman RI Sulbar atas
bantuannya,” tulis Adianto. “Melalui
surat ini, kami mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang sebe-
sar-besarnya, atas atensi Ombudsman
RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
dalam ma-

vling dari dan

kan sebagian uang sebagai biaya
proses pengurusan sertifikat ke
kantor notaris. Namun, setelah
melalui proses yang panjang dari
tahun 2012, kasus ini baru bisa disele-
saikan pada tahun 2020.

salah tentang keberadaan sertifikat
tanah kami atas nama Bapak Adianto
Nursalam, yang dipegang oleh pihak
lain. Kini sertifikat itu telah kembali ke
tangan kami. Sertifikat tersebut dise-
rahkan secara langsung, meski saat itu

saya masih terbaring sakit di ruang pe-
rawatan RSUD Polewali.”

Lukman Umar selaku Kepala Per-
wakilan Ombudsman Rl Sulawesi
Barat, mengungkapkan rasa ber-
syukurnya setelah bisa menyelesaikan
laporan  tersebut.  “Alhamdulillah,
setelah berbagai upaya penyelesaian,
kami sudah serahkan langsung serti-
fikat tanah milik Pelapor tersebut”
ungkap Lukman.

ljazah Kelulusan Ditahan,
Ombudsman Atasi dengan RCO

Pada 26 Maret lalu, Ombudsman
RI Perwakilan Jawa Tengah menerima
pengaduan dari orang tua murid
mengenai penahanan ijazah Kelulus-
an tahun 2020. Penahanan ijazah
tersebut diduga akibat dari biaya ad-
ministrasi pendidikan yang belum di-
lunasi oleh Pelapor, yakni uang
gedung dan SPP. Pelapor pun men-
jelaskan bahwa ijazah tersebut akan
digunakan sebagai salah satu keleng-

hak hidup, dan mengancam kesela-
matan jiwa.

“Laporan yang dapat ditindaklanjuti
ke tahap pemeriksaan, harus me-
menuhi syarat formal dan materiel
sesuai  ketentuan Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Om-
budsman RI, namun untuk laporan
yang masuk kriteria RCO, syarat formal
ini dapat dikesampingkan dan dileng-
kapi sambil berjalan proses pemerik-

wilayah Kabupaten Banyumas,” sam-
bung Farida.

Respon baik lainnya datang dari
Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupa-
ten Banyumas dan Kepala SMAN 1 Pa-
tikraja yang langsung menindaklanjuti
laporan tersebut dengan mengantar
dan menyerahkan jazah ke rumah Pe-
lapor. Oleh karena itu, Ombudsman Ja-
teng mengapresiasi gerak cepat jajaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah, sehingga murid
tersebut dapat berpartisipasi mengiku-

Ombudsman Jateng juga berharap,
kejadian serupa tak terjadi lagi di masa
mendatang. “Membangun komunikasi
yang baik antara pihak satuan pendi-
dikan dan orang tua murid sangat

kapan persyaratan pendaftaran  saan,”kata Siti Farida
POLRI dan harus di paling laporan tersebut,

lambat tanggal 31 Maret 2021. Tim Ombudsman RI Perwakilan Jateng i proses seleksi pendaftaran POLRI.
langsung  melakukan  koordinasi
“Dengan  pertimbangan bahwa  dengan Kepala Dinas Pendidikan dan
kondisi Pelapor termasuk daruratyang ~ Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
i adanya untuk dan tin-
waktu, maka laporan tersebut ditindak- ~ dak lanjut penyelesaian. Kepala Dinas
lanjuti dengan i Respon idikan dan Provinsi

Cepat Ombudsman (RCO)," ujar Siti
Farida. Lebih lanjut, Farida menjelaskan
bahwa laporan yang masuk kriteria
RCO antara lain kondisi darurat, terkait

Jawa Tengah merespon baik koordinasi
tersebut. "Selanjutnya, laporan masya-
rakat akan langsung diteruskan kepada
Kepala Cabang Dinas
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terkait biaya-bi-
aya yang menjadi tanggung jawab
orang tua, jangan sampai merugikan
masa depan siswa tersebut” tutup
Farida.

08/09

Soal BST

Masa pandemi memberikan pole-
mik khusus dalam pelayanan publik,
terutama bagi masyarakat yang ter-
dampak Covid-19. Oleh karena itu, pe-
merintah meluncurkan beberapa pro-
gram bantuan untuk masyarakat ter-
dapat Covid-19, salah satunya Bantu-
an Sosial Tunai (BST). Program yang di-
luncurkan sejak tahun 2020 ini, mem-
bawa angin segar bagi masyarakat.
Tak heran apabila banyak masyarakat
yang belum mendapatkan jatah pun
menginginkan bantuan ini.

Pada dasarnya, BST diberikan

kepada masyarakat yang terdaftar

dalam Data Terpadu Kesejahteraan

Sosial (DTKS). Tentunya banyak kriteria

yang sudah ditentukan oleh Kementeri-
I b

UBLIK INDONESIA

O OMBUDSMAN

Ombudsman Babel Cepat
Tanggap Selesaikan Laporan

dalam BAB Il huruf F angka dua Lampir-
an Keputusan Direktur Jenderal Penan-
ganan Fakir Miskin Nomor: 18/6/SK/
HK02.02/4/2020  tentang  Petunjuk
Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai
Dalam Penanganan Dampak Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sejalan dengan hal tersebut, ber-
dasarkan UU Nomor 25/2009 tentang
Pelayanan Publik terutama Pasal 15
huruf e, menyebutkan bahwa penye-
lenggaraan pelayanan publik memiliki
kewajiban dalam memberikan pe-
layanan yang berkualitas sesuai dengan
asas penyelenggaraan publik, yang
dalam hal ini adalah asas keterbukaan.

Bahkan, hak masyarakat pun diatur
dalam Pasal 18 huruf i bahwa ma-
syarakat berhak mendapat pelayanan

an Sosial d ini.
Namun, ternyata penerapan di lapan-
gan tidaklah mudah. Meskipun pengu-
sulan untuk tahap awal BST berdasar-
kan usulan RT/RW yang dibahas melalui
Musyawarah  Kelurahan  (Muskel),
namun tetap saja masyarakat merasa
tidak puas.

Oleh karena itu, banyak masyarakat
yang mengadukan hal tersebut ke Om-
budsman RI Perwakilan Bangka Be-
litung. Berdasarkan data Riksa pada
tahun 2021, substansi asuransi/jamin-
an sosial menjadi dominasi laporan ter-
tinggi mencapai 27% dan kemudian
menjadi trending substansi baru di Om-
budsman Bangka Belitung. Khusus BST,
keluhan masyarakat didominasi perihal
layanan informasi.

Masyarakat merasa bahwa informa-
si yang diterima sangat minim terutama
soal penerima dan penghapusan Kelu-
arga Penerima Manfaat (KPM). Padahal,
penyampaian informasi sebagai pentuk
pelayanan publik merupakan tanggung
jawab Pemerintah Daerah Kabupa-
ten/Kota sebagaimana tercantum

yang tas sesuai dengan asas
dan tujuan pelayanan. Berdasarkan hal
tersebut memang sudah seharusnya,
baik penyelenggara maupun penerima
layanan untuk mematuhi hak dan ke-
wajibannya dalam pelayanan publik.
Berdasarkan rujukan aturan tersebut,
Tim Riksa Babel laporan

ombudsman.go.id

Sdri. Darmi selaku kuasa dari Sdri. Kas-
mawati.

Beliau memiliki keluhan dan kebe-
ratan tentang tidak diberikannya
layanan atas informasi dengan diha-
pusnya KPM BST atas nama Djuanda
yang notabene suami dari Sdri. Kas-
mawati. Berdasarkan laporan tersebut,
Ombudsman Babel melakukan komu-
nikasi dan koordinasi secara informal
dan persuasif kepada penyelenggara
yang dilaporkan.

Hanya butuh satu hari untuk
melakukan koordinasi tersebut. Lapo-
ran pun langsung diselesaikan oleh Ter-
lapor dengan mengundang Pelapor. Al-
hasil, keterbukaan informasi telah
dilakukan melalui pemahaman dan so-
sialisasi KPM BST. Berdasarkan hal
tersebut, Kuasa Pelapor memberikan
testimoni kepada Ombudsman Babel
yang berbunyi, "Kesan kami terhadap
Ombudsman adalah cepat dan tanggap
dalam menerima laporan dan menyele-
saikan laporan masyarakat, semoga ki-
nerjanya dapat ditingkatkan lagi dalam
hal

BST yang dilakukan secara propartif se-
belum pemeriksaan formal dilakukan.
Gaya pemeriksaan tersebut menjadi
efektif untuk dilakukan saat ini. Bahkan,
ternyata Ombudsman sebagai lembaga
pemberi pengaruh dibuktikan melalui
penyelesaian laporan secara persuasif
tersebut.

Oleh sebab itu, banyak

dan lapo-
ran karena masih banyak masyarakat
yang memerlukan bantuan Ombuds-
man namun masih tidak mengerti atau
tidak berani melapor ke Ombudsman.”

Testimoni ini menjadi energi
tersendiri bagi Ombudsman Babel
untuk lebih semangat dalam menyele-
saikan laporan dan membantu mas-

yang puas terhadap kinerja Ombuds-
man Babel terutama dalam penyelesa-
ian laporan substansi jaminan sosial.
©Ombudsman Babel kerap dibanjiri testi-
moni positif dari para Pelapor karena
hakhak pelayanannya dipenuhi oleh
Terlapor, yang dalam hal ini adalah
Penyelenggara Pelayanan Publik. Salah
satu contoh success story Riksa kali ini
adalah, pada laporan atas nama

yarakat Babel patkan hak-hakn-
ya dalam pelayanan publik. Harapann-
Ya agar masyarakat Babel jangan takut
untuk awasi, tegur, dan laporkan apabi-
la masih ada masalah pelayanan publik
yang tidak sesuai aturan.
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97 Ribu PNS Fiktif Terima Gaji,
Ombudsman Angkat Bicara

Berdasarkan temuan yang diungkap
oleh tim Badan Kepegawaian Negara
(BKN), terdapat hampir 100 ribu data
Pegawai Negeri Sipil (PNS) "misterius”

yang masih menerima gaji dan dibayar-
kan uang pensiunnya sejak tahun 2014,
Kiik video untuk tonton selengkap-
nya.
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Berawal dari Ragu, Kini Kaharding
Jadi Sahabat Ombudsman

Sebagai lembaga pengawas penye-
lenggaraan pelayanan publik, Om-
budsman RI tentunya membutuhkan
partisipasi aktif dari masyarakat
untuk mencegah sekaligus meng-
awasi potensi maladministrasi di
lingkup lembaga pemberi layanan
publik. Salah satu cara yang dilakukan
oleh Ombudsman RI, adalah dengan
membuat komunitas bernama Saha-
bat Ombudsman.

Sahabat O

Namun yang terlintas di pikiran saya,
barangkali Ombudsman ini tak ada
beda dengan lembaga lainnya,” tutur
Kaharding, saat diwawancarai oleh Tim
Majalah Elektronik Ombudsman RI be-
berapa waktu lalu,

Meskipun begitu, Kaharding cukup
rutin mengikuti kegiatan yang diadakan
oleh Ombudsman Sulbar. Setelah kun-
jungan Asisten Ombudsman ke seko-
lahnya, Kaharding beberapa kali datang
ke seminar-seminar yang diselenggara-
kan oleh O Sulbar. Bahkan

perpanjangan tangan dari Ombuds-
man RI dan Perwakilan, dalam menga-
wasi pelayanan publik di sekitar
lingkungan mereka, Selain itu, Sahabat
Ombudsman juga bertugas untuk
membantu memberikan edukasi dan
sosialisasi kepada masyarakat tentang
tupoksi Ombudsman RI, hingga tata
cara pelaporan terkait pelayanan publik
kepada Ombudsman.

Anggota  Sahabat Ombudsman
banyak berasal dari kalangan pelajar,
mahasiswa, jurnalis, dan LSM/NGO
yang telah dibekali dengan pengeta-
huan tentang pelayanan publik. Bahkan
mereka juga ikut dilibatkan dalam per-
temuan di tingkat lokal dan nasional
agar dapat berkontribusi untuk menga-
wal pelayanan publik. Oleh karena itu,
berbekal pengetahuan dan pengalam-
an soal pelayanan publik, Sahabat Om-
budsman diharapkan mampu memoti-
vasi masyarakat agar berani melapor
jika menemukan potensi maladminis-
trasi.

Kaharding, salah seorang Sahabat
Ombudsman yang berasal dari tenaga
pendidik, mengakui bahwa awalnya ia
tak begitu menggubris kehadiran Om-
budsman RI. la sempat berpikir, Om-
budsman RI tak ada bedanya dengan
lembaga lain, yang bisa saja mempriori-
taskan kepentingan dari suatu golong-
an. Namun, setelah melihat sendiri ki-
nerja Ombudsman, khususnya Om-
budsman RI Perwakilan Sulawesi Barat,
pandangan Kaharding pun berubah.

“Saya pertama kali tahu Ombuds-
man saat periode ujian nasional, sekitar
tahun 2014 atau 2015. Saat itu, salah
seorang teman saya yang bekerja se-
bagai Asisten Ombudsman, berkunjung
ke sekolah tempat saya mengajar. Saat
itu saya belum tahu apa fokus utama
Ombudsman, makanya saya banyak
bertanya kepada teman saya itu.

ia juga sudah pernah diundang
langsung ke ‘markas’ Ombudsman
Sulbar dalam rangka buka bersama di
bulan puasa.

Keraguan tentang Ombudsman
yang awalnya menyelimuti benak Ka-
harding, perlahan memudar seiring ter-
lihatnya i O

desa atau pedalaman, datang ke kota
untuk menyelesaikan perihal adminis-
trasi dalam periode yang berlarut, “Pa-
dahal mungkin bisa saja selesai dalam
satu hari, tapi ini tidak. Oleh karena itu
saya merasa bahwa ada sesuatu yang
salah dan harus diperbaiki,” tambah
Kaharding. Dengan menjad Sahabat
Ombudsman, ia berharap dapat meng-
edukasi masyarakat lebih jauh bahwa
ada tempat untuk mereka menyam-
paikan aspirasi terkait pelayanan
publik, yakni Ombudsman.

Semenjak menjadi Sahabat Om-
budsman, orang-orang di sekitar Ka-
harding seringkali menanyakan ten-
tang pelayanan publik kepada dirinya.
Tentu dengan senang hati Kaharding
membantu dan mengarahkan mereka
untuk melapor ke Ombudsman Sulbar

dalam memperbaiki sistem pelayanan
publik, terutama di wilayah Sulawesi
Barat. Apa yang telah diupayakan Om-
budsman Sulbar dalam meningkatkan
kualitas pelayanan publik, membawa
angin segar bagi Kaharding, “Melihat ki-
nerja positif Ombudsman, saya pun ter-
dorong untuk ambil peran di lembaga
ini. Sejauh ini, saya melihat Ombuds-
man tetap konsisten pada prinsipnya
untuk memperbaiki sistem pelayanan
publik,” kata Kaharding.

Laki-laki yang bekerja sebagai guru
honorer di SMK Negeri 1 Rangas
Mamuju ini, akhirnya resmi bergabung

jika terkait
pelayanan publik. “Saya tidak pernah
mendampingi pelapor secara langsung
saat mengadu ke Ombudsman. Sejauh
ini saya hanya memberikan rekomen-
dasi saja,” kata Kaharding,

Kaharding sendiri belum lama ini
baru saja melakukan pengaduan ke
Ombudsman Sulbar, terkait proses pe-
nerbitan SK Guru Honorer yang ter-
hambat. Meski kasus tersebut masih
dalam proses penyelesaian, namun ia
sudah cukup puas dengan respon dan
tindak lanjut Ombudsman Sulbar atas

laporannya.
Saatditanya apa harapan Kaharding
untuk O se-

sebagai Sahabat O pada
tahun 2019. Namun, kedekatan dlrmya
dengan Ombudsman Sulbar sudah ter-
jalin sejak kunjungan Asisten Ombuds-
man ke sekolah. Ditambah lagi, ada
teman-teman lain yang juga bekerja di
Ombudsman Sulbar, sehingga Kahar-
ding punya banyak kesempatan untuk
bertanya-tanya lebih jauh tentang Om-
budsman.
Selain o

derhana saja; ia ingin Ombudsman bisa
terus konsisten dan amanah dalam
menjalankan fungsinya. Sehingga ma-
syarakat kecil bisa mengakses layanan
publik, dan terlayani dengan baik tanpa
memandang adanya perbedaan status,
“Saya berharap Ombudsman bisa
membuat semua pelayanan jadi lebih
mudah, juga mampu menyelesaikan
dan

yang baik di mata Kaharding ada
alasan lainnya mengapa ia mau menja-
di bagian dari Sahabat Ombudsman.
“Saya melihat banyak orang yang ingin
mengakses pelayanan publik, namun
terkadang birokrasi yang ada membuat
alurnya menjadi terlalu panjang untuk
dilalui. Saya pikir, jika birokrasi bisa
dibuat lebih mudah, kenapa harus
dipersulit?” papar Kaharding.

la sendiri juga menyaksikan bagai-
mana masyarakat yang berasal dari

ujar Kaharding.

Sebagai penutup, Kaharding me-
nambahkan doa lainnya untuk Sahabat
Ombudsman. “Semoga ke depannya
makin banyak pelatihan yang bisa
diberikan kepada Sahabat Ombuds-
man, agar Sahabat Ombudsman bisa
menyampaikan edukasi dan sosialisasi
kepada masyarakat, sesuai dengan apa
yang diharapkan oleh Ombudsman,”
pungkas Kaharding.
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Ngopi Bareng Ombudsman RI

Sidak Pemantauan Pelintasan Kedatangan Orang dari Luar Negeri di Bandara Soetta
oleh Anggota Ombudsman RI Jemsly Hutabarat pada tangal 29-30 April 2021.

ORI DAN REFORMASI BIROKRASI MELALUI
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TNI
MENUJU GOOD GOVERNANCE

Bandung, 07 April 2021

Anggota Ombudsman Rl Johanes Menjadi Panelis atau Narasumber
dalam Diklat SESKO TNI Bandung TA 2021 pada 7 April 2021
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Pertemuan dengan Uni Eropa (MN,BHR JH) 28 April 2021



